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ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN KARTU TANDA
PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PELALAWAN

ABSTRAK

YOGI PRASETIYO
NPM : 17731060%

Penelitian ini.dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Pelalawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan: Sipil Pelalawan dan permasalahan yang
diteliti adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kurang maksimal
kualitas pelayanan pada Dinas ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan
teori yang dikemukakan oleh Fandy Tjiptono (2011:53) bahwa dimensi kualitas
pelayanan terdiri dari 5 (lima) dimensi, diantaranya yaitu Bukti langsung
(Tangibles, Keandalan (Reliability), Daya Tanggap (Responsiveness), Jaminan
(Assurance) dan Empati (Empaty. Metode yang digunakan dala penelitian ini
adalah metode deskriptif kualitatif.  Teknik pengumpulan data yang digunakan
yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil analisa yaitu Kualitas
Pelayanan Pembuatan E-KTP pada kantor Disdukcapil Pelalawan dinilai dari
dimensi Ketampakan fisik,seperti sarana dan prasarana kantor yang belum bisa
dikatakan memadai, seperti masih banyak kekurangan komputer untuk menginput
data masyarakat, jaringan wifi yang kurang bagus dan aliran listrik yang kadang
suka mati mendadak. Kemudahan proses pelayanan yang belum terealisasi dengan
baik, pegawai masih kurang:ramah terhadap masyarakat yang ingin mengurus KK
maupun KTP. Untuk Jaminan- Waktu, sudah ‘memberikan jaminan penyelesaian
berkas secara tepat waktu namun masyarakat harus menempuh perjalanan jauh
untuk sampai ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat
mengurus dan menyelesaikan berkas pengurusan dokumen secara keseluruhan dan
selesai 14 hari kerja jika tidak ada kendala. Dalam penelitian ini penulis
menemukan hambatan. yaitu sarana dan prasarana di kantor Disdukcapil
Pelalawan masih banyak yang kurang seperti komputer masih sedikit yang bisa
dioperasikan, jaringan wifi tidak.beroperasi.dengan baik, dan aliran listrik PLN
yang kadang suka mati mendadak membuat kinerja penginputan data menjadi
macet. saran yang penulis berikan dalam penelitian ini Seharusnya kepala Dinas
Kependudukan dan Kependudukan Pencatatan Sipil Pelalawan menyediakan lebih
banyak lagi sarana dan prasarana agar kinerja pegawai. Perlu adanya evaluasi
untuk pegawai yang masih tidak bekerja dengan maksimal, perlu adanya
sosialisisasi program kartu tanda penduduk kepada masyarakat supaya masyarakat
tahu dengan adanya program ini

Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan, E-KTP

viii



ANALYSIS OF QUALITY OF ELECTRONIC POPULATION CARD (E-KTP)
MAKING SERVICES AT THE POPULATION AND CIVIL REGISTRATION
DEPARTMENT OF PELALAWAN REGENCY

ABSTRACT

YOGI PRASETIYO
NPM : 177310601

This research was conducted at the Department of.Population and Civil
Registration of Pelalawan Regency. The purpose of this study was to determine
the Quality of Service for Making Electronic Identity Cards (E-KTP) at the
Population and Civil Registration Service of Pelalawan and the problems studied
were to determine the factors. that rcaused the service quality to be less than
optimal at this Service. Jn.this-study the author Uses the theory proposed by Fandy
Tjiptono (2011: 53) that the dimensions of service “quality consist of 5 (five)
dimensions, .including direct evidence (Tangibles, Reliability), Responsiveness
(Responsiveness), Assurance (Assurance). and Empathy (Empaty. The method
used in this research is a qualitative descriptive method. The data collection
techniques used are observation, interviews, and doeumentation. The results of
the analysis are the Quality of Service for Making E-KTP at the Disdukcapil
Pelalawan office assessed from the dimensions of physical appearance, such as
facilities and office Infrastructure that cannot be said to be.adequate, such as
there are still many shortages of computers to input community data, the wifi
network is not good and the electricity flow sometimes likes to die suddenly. The
ease of service processes that have not been realized properly, employees are still
not friendly to people who want to take care of KK and KTP. For Time Guarantee
has given j the assurance of the completion of the files on time, but the community
has to travel far to get to the office of the-Population and Civil Registration Office
to be able to take care of and complete the entire document management file and
finish 14 working days if there are no problems. In this study the authors found
obstacles, namely the facilities and infrastructure at the Pelalawan Disdukcapil
office that were still lacking, such as computers that were still few that could be
operated, the wifi network did not operate properly, and the electricity supply of
PLN which sometimes died suddenly made data input performance jammed.

Keywords: Quality, Service E-KT
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

tepat sasaran dengan
menggunakandana yang seminimal mungkin. Dalam hal ini produktivitas seorang
pimpinan didalam suatu organisasi juga ditunjukkan degan ketepatan waktu dan

efisien kerjanya.

Fungsi utama pemerintah yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tidak akan dapat
berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang

memeberikan pelayanan. Dan pemerintah juga memeiliki fungsi pengaturan
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(regulating) untuk mengatur seluruh sektor kebijakan-kebijakan dalam bentuk
undang-undang, pengaturan pemerintah dan pengaturan lainnya. Maksud dari

fungsi ini adalah agar stabilitas Negara terjaga dan pertumbuhan negara sesuai

dengan yangdiinginkan.

: ‘ ‘%“" b mengadakan pengelolaan
pendaftaran penduduk, dimana @ \‘ aannya diawali dari desa/kelurahan
selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga Negara
Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik. Yang mengatur tentang prinsip-prinsip yang baik dan
merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pemerintah harus

memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik agar terciptanya

kesejahteraan setiap individu.



Pelayanan publik dapat dikatakan efektif apabila masyarakat telah
mendapatkan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan memuaskan. Keberhasilan
dalam mewujudkan pelayanan yang efektif tentunya tidak lepas dari peningkatan
disiplin kerja aparat yang dilakukan oleh Pemerintah. Sampai saat ini pelayanan
Publik dirasakan belums berjalan secara maksimal, sbahkan dapat dikatakan
pelayanan Publik di‘lndonesia masih tergolong rendah, dikarenakan tidak adanya
Konsistensi dan keseriusan dari Aparatur Pemerintah dalam menyelenggarakan

pelayanan.

Pemerintah berkewajiban melayani setiap masyarakat dan penduduk desa
untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik
yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, -membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik.
Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) Tentang
Pelayanan Publik dinyatakan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau
rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan_penduduk atas barang, jasa,
dan/atau pelayanan administratif  yang “disediakan penyelenggara pelayanan
publik. Kegiatan pelayanan publik telah diatur pemenuhannya berdasarkan
regulasi yangdibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi

kebutuhan dasar kesejahteraan masyarakat.

Ditengah kondisi persaingan pada sektor jasa yang semakin meningkat,
mengharuskan perusahaan ataupun instansi untuk terus meningkatkan layanan
konsumen. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menenangkan persaingan

tersebut menurut Tjiptono (1997:59) adalah kualitas pelayanan. Kualitas



pelayanan jasa (service quality) adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan
pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan

konsumen.

Kualitas pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan
keinginan konsumen serta -ketepatan penyampaiannya -untuk mengimbangi
harapan -konsumen, menurut Parasuraman (1985) dalam tjiptono. (2004:60)
terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi.kualitas pelayanan yaitu expected
service dan perceived service. Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan
sesuai yang diharapkan, maka kualitas yang dipersepsikan baik dan memuaskan.
Jika pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas

pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal.

Sebaliknya, jika jasa yang diterima melampaui harapan, maka kualitas
dipersepsikan buruk. Dengan demikian, baik tidaknya kualitas pelayanan yang
tergantung pada kemampuan: penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggan
secara konsisten. Demikian pula halnya dengan cara kerja seseorang Kadis dan
jajarannya, dituntut- mampu memberikan pelayananyang cepat, tepat dan
memuaskan. Dengan cara kerja yang efektif dan efisien maka kinerja Kadis dan
jajaranya mampu memberikan wapresiasi - baik pemerintah daerah maupun
masyarakat untuk mencontoh cara kerja dan pelayanan yang diberikan wajar

untuk mendapat penghargaan.

Demikian pula mengenai masalah kependudukan juga dibutuhkan adanya
pelayanan yang memberikan kepuasan pada masyarakat. Sebagai mahkluk sosial
manusia memiliki kebutuhan dasar diantaranya sandang, pangan, papan,
pendidikan dan pelayanan kesehatan. Tidak hanya itu masyarakat juga

membutuhkan adanya pelayanan administrasi publik dasar yang harus dipenuhi

4
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oleh pemerintah. Sehinga pelayanan administrasi kependudukan sepenuhnya
menjadi kewenangan pemerintah karna memang tidak ada alternatif lain yang

dapat di gunakan masyarakat seperti pada pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Berikut jumlah masyarakat keseluruhan dari kabupaten Pelalawan yang

terdata oleh Kan atan  Sipil Kabupaten

SNt “

> Nt

!ﬁ 020
Vol
No ﬂ Jumlah
=
1 ’ 16.701
2 z 31.537
3 : ‘g’ & 14.368
4 "! 91.600
5 ; ke 59.685
6 gl,'.' 28.342
"! 37.212
7 i 7.21
Vs
8 € 23.044
9 15.357
10 19.130
11 Kec. Bandar Sei kijang 10.376 9.640 20.016
12 Kec. Bandar Petalangan 8.068 7.641 15.709
Jumlah 192.928 179.773 372.701

Sumber : Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan
2020




nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk di Kabupaten Pelalawan
disetiap kecamatan berjumlah 372.701 jiwa dengan jumlah pendudukan yang
berjenis kelamin laki-laki berjumlah 192.928 jiwa dan jumlah perempuan

adalah179.773 jiwa.

itu akan membuang waktu dan tenaga saja. Proses pembuatan ini berlangsung

minimal 14 hari atau 2 minggu kerja dan maksimal bisa 1 bulan.
Berikut penulis paparkan struktur organisasi dari Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil kabupaten Pelalawan terdiri dari:

1. Kepala dinas
2. Sekretaris

3. Bidang Informasi Kependudukan


https://www.sepulsa.com/blog/category/ktp
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4. Bidang Perkembangan Kependudukan
5. Bidang Pencatatan Sipil

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan fungsi.Binas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil kabupaten

Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26
Tahun 2009. Pelaksanaan KTP Elektronik membawa perubahan sistem
pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang mungkin seseorang dapat
memiliki lebih dari 1 (satu) KTP.

Hal ini disebabkan belum adanya basis sistem pelayanan terpadu yang
menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Kenyataan tersebut

memberi peluang pada penduduk memiliki KTP ganda yang dalam



penggunaannya dapat disalah gunakan dan tidak dapat dipertanggung
jawabkan. Misalnya; untuk menghindari pajak, sengaja menyembunyikan
identitas aslinya guna melakukan kegiatan teroris, dan lain -lain. Untuk
mengatasi duplikasi tersebut, sekaligus menciptakan kartu identitas tunggal,
maka diterapkan KTR:Elektronik berbasis NIK.

KTP Elektronik yang berbasis NIK Nasional, memuat kode keamanan dan
rekam elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri seseorang.
Rekam elektronik ini. berisi biodata, pas photo, ‘tanda tangan dan sidik jari
tangan penduduk bersangkutan. Program penerapan KTP Elektronik yang
berbasis NIK Nasional tersebut, dimaksudkan untuk digunakan sebagai
identitas jati .diri seseorang yang bersifat tunggal senantiasa dapat
dikembangkan multi fungsi, dengan demikian mempermudah penduduk untuk
mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah maupun swasta karena tidak
lagi memerlukan KTP setempat.

E-KTP menjadi sangat penting dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir
ini, masyarakat Indonesia dihadapkan pada beberapa permasalahan yang
berkaitan dengan lemahnya sistem administrasi kependudukan di Indonesia.
Diantara masalah tersebut adalah mulai dari erang yang meninggal yang masih
mendapatkan hak suara ataupun kepemilikan KTP ganda yang menyebabkan
permasalahan pada kepemilikan suara ganda dalam Pemilu Legislatif, Pemilu
Presiden maupun Pemilukada, serta penyalahgunaan KTP sebagai alat bagi para
penjahat dan teroris yang bisa jadi lebih leluasa berganti identitas.

Alasan penulis meneliti akan judul tersebut yaitu berdasarkan riset awal
yaitu dalam pelayanan pembuatan E-KTP di kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil kabupaten Pelalawan masih terdapat pelayanan yang kurang
maksimal. Masih memerlukan evaluasi dari pihak yang terkait agar Disdukcapil

8
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mampu memberikan pelayanan yang maksimal dan memadai dimasa yang akan
datang. Pelayanan ini dirasakan oleh masyarakat dengan tidak ramahnya
pegawai terhadap melayani masyarakat yang datang dan masih banyak

dokumen yang belum selesai diproses dikarenakan beberapa faktor baik dari

Kinerja pegawai ma dari sarana dan pras

ang ada. Seharusnya

men Yang
dak Selesai
2019 2020
1 12.990 | 11.758
-
Sumber: Kantor D 0 - )an Pencatatan Sipil Kabupaten

Pelalawan 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masih adanya dokumen

yang masuk yang belum diselesaikan dalam 14 hari kerja, hal ini disebabkan

berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya sarana prasarana pendukung,

seperti jaringan sering offline, kurangnya tenaga kerja serta kurangnya kesadaran

masyarakat untuk melengkapi persyaratan. Hal tersebut dapat dilihat dari

beberapa masyarakat yang mengeluhkan mengenai pelayanan publik di

Kabupaten Pelalawan, seperti lamanya proses penyelesaian (Kartu Tanda
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Penduduk Elektronik ), Akta Kelahiran dan KK (Kartu Keluarga).

Berdasarkan fenomena diatas, dimana dapat disimpulkan bahwa penerapan
pembuatan E-KTP mendapat kendala yang dialami masyarakat khususnya di

daerah Kabupaten Pelalawan vyaitu mengenai kualitasnya dalam proses

pembuatannya. enelitian dengan judul

“Analisis ' “\Q‘\“ .85‘ ektronik (E-

a Penduduk

tatan Sipil di

1. Untuk menganalisis kualitas pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (e-KTP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Pelalawan.

2. Untuk mengetahui Hambatan-Hambatan dalam Pelayanan pembuatan
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e- KTP) pada Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan.

10
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1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian antara lain :

1. Manfaat Akademik, sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang

mengkaji tentang birokrasi pemerintah pada masa yang akan datang.

. Manfaat Pr

i tidak meluas
dan tepat pada sasara okok mt ah: penulis membatasi
pembahas n E-KTP, serta
hambatan d an Catatan Sipil

11
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STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Konsep Pemerintahan

Sebagai kerangka berfikir untuk memecahkan permasalahan yang diajukan
dalam penelitian ini maka penulis-akan-memaparkan konsep atau teori untuk
mendukung pemecahan permasalahan yang dikemukakan diatas. Untuk
memperjelas~kembali konsep'‘pada ‘penelitian 7ini, penulis akan memaparkan
beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang
digunakan merupakan rangkaian dari penelitian yang akan dijabarkan pada

permasalahan untuk mendapatkan hasil akhir yang baik.

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni.Dikatakan sebagai seni karena
banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu
berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan
dikatakan sebagai suatu disiplin, ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi
syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek

materia maupun forma, universal sifatnya sistematis serta spesifik (khas).

Pemerintahan berasal “dart kata“pemerintah,yang paling sedikit kata
"perintah” tersebut memiliki empat unsur vyaitu ada dua pihak yang
terkandung,kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang
memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.
Apabila dalam suatu negara kekuasaan pemerintahan, dibagi atau maka terdapat
perbedaan antara pemerintahan dalan arti luas dengan pemerintahan dalam arti
sempit.Pemerintahan dalan arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus

pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif) sedangkan pemerintahan
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dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan
perundang-undangan (disebut legislatif) dan yang melaksanakan peradilan

(disebut yudikatif).

Pemerintah dan pemerintahan sangat erat kaitangnya.Secara ilmiah

sekelompok individu ye A 3 : uk melaksanakn
kekuasaan arti ini melaksaa ang sah dan melindungi
serta meni

berbagai ke

Kekuasaan yang memerinta asyrakat politik {political}.
3. Apparatus yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan
menjalankan kekuasaan.

4. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan,untuk

menangani perselisihan.

Menurut  Victor Situmorang, secara etimologi pemerintah dan

pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut:
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1. Pemerintahan adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara atau badan
tertinggi yang memerintah suatu negara, seperti kabinet merupakan suatu
pemerintah. Pemerintah, yaitu kata nama atau subjek yang berdiri sendiri.

2. Pemerintahan dilihat dari segi tata bahasa merupakan kata jadian yang
karena subjek® mendapatkan akhiran—an, artinya pemerintah sebagai
subjek melakukan tugas atau kegiatan, sedangkan cara melakukan tugas
atau kegiatan itu disebut pemerintahan. Dengan kata lain pemerintahan

adalah perbuatan'memerintah.

Menurut C.F Strong pemerintahan dalam arti luas mempunyai
kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, kedalam dan ke
luar.Oleh karenaitu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan
untuk mengendalikan angkatan perang yang kedua harus mempunyai kekuatan
legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang yang ketiga harus mempunyai
kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat
dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan

peraturan, hal tersebut rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Menurut R.Mac Iver maksudnya pemerintahan itu adalah sebagai suatu
organisasi dari orang-orang yang mempunyai Kekuasaan bagaimana manusia itu
diperintah.Jadi bagi Mac lver ilmu pemerintahan adalah sebuah ilmu tentang

bagaiman manusia-manusia dapat diperintah (a science of how men are governed).

Menurut Wilson pemerintahan dalam akhir uraiannya adalah suatu
pengorganisasian kekuatan tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan
angkatan bersenjata tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak

kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan
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maksud dan tujuan bersama mereka dengan hal-hal yang memberikan keteranan

bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Salah satu posisi dan peran pemerintah ditinjau dari pendekatan produk
adalah pemerintah sebagai konsumer.Produk-produk yang diperintah yang
dikonsumsi oleh_pemerintah;-antara lain_informast, inspirasi, dukungan (mosi
percaya) dan yang dinilainya tertinggi adalah suara (vote). Sebaliknya, pemerintah
juga adalah produser, penjual;dan: distributor; produk yang dijual atau
dihasilkannya adalah barang dan jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan atau

disediakan oleh lembaga privat dan masyarakat; serta layanan sipil.

Menurut Hariyanto, Dkk pemerintahan secara fungsional merupakan
system struktur dan organisasional dari berbagai macam.fungsi yang di jalankan
dengan menerapkan dasar tertentu dalam mencapai tujuan sebuah Negara.
Menurut U.Rosenal pemerintahan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari cara
petunjuk kerja Ekstern dan-intern struktur dan,juga proses pemerintahan secara
global. Menurut H.A. Brasz pemerintah merupakan ilmu yang memepelajari
teknis atau pun cara lembaga umum disusun dan di fungsikan dengan baik secara

intern dan ekstren terhadap warga negaranya.

Emaya Suradinata (1998) mendefinisikan pemerintahan secara lebih
sederhana sebagai berikut: government is the best defined as the organized agency
of the state, expressing and exercing its authority artinya pemerintah dalam
definisi terbaiknya adalah lembaga negara terorganisasi yang menunjukkan dan
menjalankan wewenang atau kekuasaannya. Pendapat tersebut menjelaskan
tentang kekuasaan dalam pemerintahan sehingga dapat dikatakan bahwa

pemerintahan tanpa kekuasaan tidak mungkin akan dapat berjalan.
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Hal tersebut dipertegas oleh Mariun (1999) yang menyatakan bahwa

pemerintah dan pemerintahan bisa dibagi ke dalam arti luas dan arti sempit, yaitu:

1. Pemerintah dalam arti luas menunjuk kepada aparatur negara, alat-alat

perlengkapan negara seluruhnya (aparatur=seluruh aparat) sebagai

kewenangan
Montesquie,

agislatif, eksekutif

Salah satu posisi dan peran pemerintah ditinjau dari pendekatan produk
adalah pemerintah sebagai konsumer. Produk-produk yang diperintah yang
dikonsumsi oleh pemerintah, antara lain informasi, inspirasi, dukungan (mosi
percaya) dan yang dinilainya tertinggi adalah suara (vote). Sebaliknya, pemerintah
juga adalah produser, penjual, dan distributor; produk yang dijual atau
dihasilkannya adalah barang dan jasapublik yang tidak dapat diprivatisasikan atau

disediakan oleh lembaga privat dan masyarakat; serta layanan sipil.
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Pemerintahan dalam H.A Muin Fahmal, Philipus M. Hadjon menyatakan,
bahawa pemerintahan dapat dilihat pada dua sudut yaitu pemerintahan dalam arti

fungsi, yakni kegiatan mencakup aktifitas pemerintah dan kedua pemerintahan

pemerintat ai i : at-a 2lengkapan negara

seperti jabatan e egisla a astruktur lainnya.

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Keatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Susuna dan
tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 ayat (7)
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip
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demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai:
okal daerah dalam sistem

1. Local Self Gowvernment atau pemerintah

2.3 Asas Penyelengga . 3erdasarkan UU No 25 Tahun
2009Pasal 4

Kepastian hukum
Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.

c. Kesamaan hak
Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan,
gender,dan status ekonomi.

d. Keseimbangan hak dan kewajiban

Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus
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dilaksanakan,baik oleh pemberi atau penerima pelayanan.

Keprofesionalan

Pelaksanaan pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan
bidang tugas.

Pastisipasif

keadilan dalam pelayanan.

. Ketepatan waktu

Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan
standar pelayanan.
Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Setiap jenis pelayanan dilakukan secara tepat, mudah dan terjangkau.
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2.5 Konsep Pelayanan Publik
Pelayanan pada dasarnya dapat didefenisikan sebagai aktivitas seseorang,
sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk

memenuhi kebutuhan.

Monir (2003:16), mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan
kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara-(1993), mengemukakan bahwa pelayanan adalah
segala bentuk kegiatan-pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka

upaya pemenuhan kebutuhan masyarkat.

Menurut Lonsdale (1994), pengertian dari pelayanan publik ialah segala
sesuatu yang disediakan oleh pemerintah atau swasta karena umumnya masyakat
tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, kecuali.secara kolektif dalam rangka
memenuhi kesejahteraan sosial seluruh masyarakat. Sedangkan pelayanan publik
menurut undang-undang N0.-25 tahun, 2009..1alah kegiatan atau rangkain
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang- undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan

publik.

Menurut (Budiman, 1998 : 60) mengatakan pelayanan adalah suatu proses
bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan
dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.
Sedangkan pengertian pelayanan menurut tjokroamidjojo (2000:31) adalah
memberikan, menyediakan atau mengusahakan barang ataupun jasa yang

diperlukan seseorang atau diperlukan seseorang atau sekelompok orang sehingga
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mereka akan puas.

Sementara itu pelayanan memiliki makna pengabdian yang mengutarakan
efisiensi dan keberhasilan bangsa dalam membangun yang dimanivestasikan

anatara lain dalam perilaku melayani, bukan dilayani, mendorong bukan

a_bukan berbelit-belit

nasin  banyak faktor yang
mempengaruhi begitu buruknya tata” kerja dan birokrasi, seperti diinstansi
pemerintah terlihaat banyak pegawai yan dating kekantor hanya untuk mengisi

absensi, mengikuti apel pagi, apel siang, sementara pekerjaan-pekerjaan yang

harus diselesaikan tepat waktu.

Pelayanan pada hakikatnya adalah seerangkain kegiatan karena itu
merupakan proses. Sebagai proses pelayanan berlangsung secara langsung dan

berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.
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Agar pelayan kepada masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya
maka perlu adanya faktor-faktor pelayanan yang memadai. Ada beberapa faktor

pendukungpelayanan yang penting menurut nugroho(2009:76) yaitu:

1. Faktor kesadaran petugas yang berkecimpung dalam pelayanan, kesadaran

dalam usaha

pemberian kerja yang

~
0
-
=
=
=
2 o
E E 2. layanan yaitu
& 5
= = erbuatan orang.
C s
E. : maupun yang
< & :
e = engenai waktu
@ = |
E s aan, pemberian
o
- -'é an lain yang telah
@ 2
p— s
B =
g5 7 -
- 3. truktur organisasi yang
ﬂi
=

berdasarkan keahlian dan fungsinya. Masing-masing bagian sesuai dengan
tugas yangtelah ditetapkan serta usaha pengembangan organisasi.

4. Faktor pendapatan yang meliputi gaji yang dapat mengairahkan semangat
kerja yang tinggi.

5. Faktor kemampuan dan keterampilan karena dapat ditingkatkan dengan
pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk kerja, serta mengadakan

pendidikan dan latihan khusus pegawai.
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6. Faktor sarana pelayanan yang meliputi peralatan, perlengkapan dan juga
tersedianya fasilitas pelayanan yang meliputi gedung dengan segala

pendukungnya.

Pelayan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu

1. menciptakan
2. menciptakan
anan sehingga

3. oleh penyedia
t meras senang ketika

4. Ketepata adala : an untuk selalu memberi

S

ketepatan informasi, dan petugas pelayanan yang jelas

kepada masyarakat (Tjiptono, 2001:64-65).

2.6 Konsep Kualitas Pelayanan Publik
Di dalam menilai kualitas pelayanan publik dapat dianalisis dengan teori
dari Fandy Tjiptono (Hardiyansyah, 2011:53), yang berpendapat bahwa dimensi

kualitas pelayanan terdiri dari 5 (lima) dimensi, diantaranya yaitu :

1. Bukti langsung (Tangibles), meliputi keadaan fisik, perlengkapan, pegawai
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dan sarana komunikasi.
2. Keandalan (Reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang

dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.

3. Daya Tanggap (Responsiveness), yakni keinginan para staf untuk
membantu para pelanggan dan memberikan-pelayanan dengan tanggap.

4. Jaminan (Assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan,
dan dapat dipercaya yang dimiliki, para staf, bebas dari bahaya, resiko atau
keraguraguan.

5. Empati  (Empaty), meliputi kemudahan -dalam melakukan hubungan
komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para

pelanggan.

2.7 Penelitian Terdahulu

No Nama Peneliti Metode Hasil Penelitian
Dan Judul Penelitian

1 Puji Rahayu, DKk Kualitatif Kualitas,, ‘pelayanan E-KTP di  kecamatan
(2015) Eksplanatori Gayamsarimasih kurang maksimal. Dilihat dari
Analis Kualitas tangible. Peralatan E-KTP di kecamatan Gayamsari
Pelayanan E-Ktp jumlahnya masih.. kurang karena hanya satu
Di Kecamatan perangkat saja. Pamflet tentang prosedur pelayanan
Gayamsari Kota harus dipasang.pada lokasi yang strategis dan
Semarang dibuat lebin"menarik. Kecamatan Gayamsari belum

memiliki . TPDK. Dari sisi Reliability, pegawai
belum  memberikan pelayanan sesuai dengan
janjinya. Masalah yang muncul dalam pelayanan E-
KTP di Kecamatan Gayamsari adalah masyarakat
mengembalikan E-KTP yang sudah di bagikan
karena ada penulisan dalam komponen identitas.
Dari  sisi  Responsivebess, pegawai  yang
memberikan pelayanan E-KTP di Kecamatan
Gayamsari belum tanggap terhadap masyarakat
yang datang untuk mengurus E-KTP. Dari sisi
Assurance tidak ada kepastian waktu kapan E-KTP
bisa di ambil dan pegawai kurang pengetahuan
mengoperasikancomputer. Dari sisi  Empathy,
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masyarakat merasa kurang nyaman dengan jam
pelayanan.”

Muhammad Razlan
Dkk, (2016)
Analisis Kualitas
Pelayanan Pada
Kantor Dinas
Kependudukan
Dan Pencatatan
Sipil Kabupaten
Lingga

Kualitatif

Dari aspek kehandalan ( Reliability ), Masyarakat
Kabupaten Lingga merasa puas dengan pelayanan
yang  diberikan  pegawai Kantor  Dinas
Kependudukanwdan pencatatan Sipil Kabupaten
Lingga-“mengenai kehandalan dalam menangani
setiap keluhan masyarakat, handal dalam segi
waktu dan ketepatan proses pelayanan. Dari aspek
daya tanggap ( Reaponsiveness ), masyarakat yang
membutubkan  pelayanan khususnya masyarakat
yang. bingung ,dengan pelayanan sudah terlihat
antara  petugas.... dan" = pengunjung  saling
berkomunikasi. Hal ini~ditunjukan dari petugas
yang mau membantu kesulitan yang dialami
pengunjung. Dari aspek.jaminan ( Ansurance ),
keamanan .di  lingkungan  kantor dinas
kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten
Lingga masih belum terbilang aman. Di karenakan
belum ada penjaga parker di bagian luar kantor, dan
peneliti juga melihat langsung bahwa tempat parkir
masih sangat kecil, kendaraan warga yang sedang
menerima pelayanan juga terlihat parkir bebas di
area depan kantor dan di halaman kantor. Dari
aspek empati ( Empathy ), kesediaan petugas dalam
melayant masyarakat-sudah baik dengan adanya
tangapan dari masyarakat yang menyatakan cukup
baik. Hal ini dapat terlihat dari sikap petugas yang
menerangkan dengan sejelas-jelasnya mengenai
prosedur pelayanan.

Sri Susanti, (2015)

Analisis Kualitas
Pelayanan Publik
Bidang
Administrasi
Kependudukan Di
Kecamatan
Gamping.

Deskriptif
Kualitatif

Pelaksanaan . kualitas pelayanan publik bidang
administrasi kependudukan di kecamatan Gamping

dilthat dari aspek fasilitas fisik (tangible),
Kehandalan (reliability), daya tanggap
(responsiveness), jaminan (assurance), empati

(empathy), yaitu : (1) bagian pelayanan umum di
Kecamatan Gamping belum memenuhi fasilitas
pelayanan yang memadai untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat seperti kursi di
tempat ruang tunggu yang belum memadai dengan
jumlah pengunjung setiap harinya, belum ada meja
untuk menulis di ruangan tunggu, sarana informasi
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Sumber : Data ola

yang belum tersedia. Fasilitas seperti genset kurang
di optimalkan sehingga ketika listrik mati maka
proses pelayanan juga .terjadi di karenakan
keterbatasan biaya dan belum ada dana yang
diberikan Kabupaten Sleman untuk memadahi
fasilitas. nasyarakat merasa puas dengan

setiap keluhan
aktu dan ketepatan
dalam hal membantu
pelayanan
ng bingung dengan
antara petugas dengan
berkomunikasi. (4)
a Gamping  sudah
eningkatkan  kualitas
perikan rasa aman bagi
menempatkan tukang
an keadaan di parkiran.

\\\\‘f‘.\“\

N
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2.8 Kerangka Pemikiran
Gambar 2.1 : Kerangka Berfikir

Analisis Kualitas Pelayanan Pembuatan
Kartu Tanda Penduduk Elektronik(E-
KTP) Pada Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan

Y

pada dinas
kependud
pencatat
kabupate

”
&
W
.;ﬂ"

[
=
o
(

Sumber : Modifikasi Penelitti

2.9 Konsep Oprasional
a. Konsep operasional
Konsep operasional disini ditujukan untuk memberikan penjelasan
tentang konsep dan peristilahaan yang akan dipergunakan dalam

penulisan prososal ini yang meliputi:
27
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. Kabupaten yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wilayah

kerja Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

. Analisis kualitas disini adalah kegiatan atau aktivitas yang

dilakukan pihak-pihak terkait dalam menetapkan kebijakan, yang

gunaan alat

sarana dan

Petugas membrikan jaminan tepat waktu dengan
memberikan  kepastian atau keadaan dan indikasi
menimbulkan rasa kepercayaan dan petugas juga harus
menjaga etika kesopanan dalam memberikan pelayanan

dengan baik
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Analisis kue
merupakan
penyelidika
terhadap suat
peristiwa
(perbuatan,

karangan, dan

sebagainya) untuk

memperoleh suatu

e) Empaty (Empati)
Sikap pegawai dalam memberikan pelayanan, karyawan staf
mampu menempatkan dirinya pada masyarakat agar dapat
menimbulkan hubungan dan komunikasi yang baik dan

ian kepada masyarakat

o 55

gguna alat bantu
am proses pelayanan
Ketersediaan sarana dan

ecermatan petugas
dalam memberikan
pelayanan

. Memiliki standar
pelayanan

. Kemampuan dan
keterampilan dalam

fakta yang tepat menyelesaikan pekerjaan

(asal,usul,penyeba yang di berikan

b sebenarnya). 3. Responsi  |a. Merespon setiap
veness masyarakat yang
(Ketangg melakukan pelayanan
apan) b. Kehandalan dan

kemampuan karyawan
dalam memberikan
pelayanan

c. Menyampaikan informasi
dengan jelas agar tidak
terjadi persepsi negative
dalam pelayanan
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4. Asurance |a. Petugas membeikan
(Jaminan) | jaminan tepat waktu

b. Kegiatan menjaga
kepastian atau keadaan
dan indikasi
menimbulkan rasa
kepercayaan

Petugas harus menjaga

3 dan kesopanan
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BAB 111

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Pene

Setelah semua data yang diperlukan : u data primer

maupun sekunde ~disusun sedemik lanjutnya akan

dianalisis secare S i . ambaran secara

Q‘ litlan.yaitu pada kantor Dinas
LI 2

Kependudukan dan Pencatata paten Pelalawan. Alasan pemilihan

lokasi ini dikarenakan kurangnya kualitas pelayanan pembuatan E-KTP di

kabupaten Pelalawan.

3.3 Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis dan sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :
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1. Data primer, data yang penulis kumpulkan langsung dari responden, dalam

penelitian ini penulis mengambil data dalam bentuk pendapat responden

dengan cara wawancara terstuktur.

2. Data sekunder, data yang berasal dari laporan-laporan yang terlampir di

yang diteliti,
tugas pegawai

, dan sehingga

yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada orang-

orang tertentu yang berkaitan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang penulis peroleh dari dinas
kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pelalawan, dengan bentuk

soft copy data dan foto terkait pelayanan.
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3.5 Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif
kualitatif dengan persentase yaitu setelah data terkumpul sedemikian rupa,
kemudian datatersebut dikelompokan, diangkatkan sekedar untuk mempermudah

penggabungan dua a ebih data variabel. Sete erdapat hasil akhir lalu

e.sampling, dalam
menggunakan

entasi. Dalam
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Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian

Bulan dan Minggu Ke

Jenis

g September Oktober Desember Maret April Agustus
Kegiatan

Bimbingan

Usulan
Penelitian

Seminar UP S s

Revisi UP N

Penelitian

Pengolahan Data

Bimbingan
Skripsi o

1 vdwnyo(]

Ujian Kompre

Revisi SKripsi -

rl.”'"!r_'i |

Pengesahan

AP disay yepepe

nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog
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BAB IV

DESKRIPSI DAN PENILITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

4.1 Sejarah Objek Penelitian

Kabupaten Pelalawan merupakan sebuah kabupaten hasil pemekaran dari
Kabupaten Kampar, yang dibentuk ‘berdasarkan. Undang-Undang R1 Nomor 53
Tahun1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu Rokan Hiril
Siak, Karimun, Natuna Kuantan Sengingi, Dan Kota Batam. Pembentukan
Kabupaten Pelalawan atas dasar Kesepakatan dan Kebulatan Tekad bersama yang
dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11
s/d 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut menghadirkan seluruh
komponen masyarakat yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda,
Lembaga-Lembaga Adat, Kaum Intelektual, Cerdik Pandai dan Alim Ulama. Dari
musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan yang bermula dari Kerajaan
Pekantua, yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor tahun 1699 M, kemudian

berkuasa penuh atas daerah in.

Pada awalnya terbentuknya kabupaten Pelalawan terdiri atas 4 wilayah
kecamatan, yakni: Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar.
Kemudiansetelah terbit Surat Dirjen PUOD No0.138/1775/PUOD tanggal 21 Juni
1999 tentang pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan Pembantu di Provinsi Riau,
maka Kabupaten Pelalawan dimekarkan menjadi 9 (sembilan) kecamatan, yang
terdiri atas 4 kecamatan induk dan 5 kecamatan pembantu, tetapi berdasarkan SK
Gubernur Provinsi Riau No. 136/TP/1443, Kabupaten Pelalawan dimekarkan

kembali menjadi 10 (sepuluh) kecamatan. Namun, setelah terbitnya Peraturan
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Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2005, maka Kabupaten Pelalawan
terdiri atas 12 kecamatan dan terdapat 106 Pemerintahan Desa, 12 Pemerintahan

Kelurahan.

Luas Kabupaten Pelalawan 13.924,94 Km, yang sebagian besar wilayah

terdiri dari daratan, dai gian_lai epule apa Pulau Besar yang
ada di alai), Pulau
Muda, Pulau S dapun batas-
batas wila '
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Gambar 4.1 : Peta Kabupaten Pelalawan Provinsi
Riau(Dokumentasi : Penulis 2022)

Berdasarkan  Undang-Undang Nomor

53 Tahun 1999 tentang

pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yang diresmikan oleh

Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional

Den
merupakan
Pelalawan

Kecamatan:

2. Kecamatan Pangkalan Kerinci
3. Kecamatan Pangkalan Kuras
4. Kecamatan Ukui

5. Kecamatan Pangkalan Lesung
6. Kecamatan Bunut

7. Kecamatan Pelalawan

8. Kecamatan Kuala Kampar
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9. Kecamatan Teluk Meranti

10. Kecamatan Kerumutan

Kabupaten Pelalawan terus melaju dan menigkatkan segala pembangunan

dengan melakukan pemekaran wilayah dari 10 Kecamatan menjadi 12

Kecamatan, Kecam Oktober 2005, adalah:

Kabupaten
Kampar, saat ntuk  belur upaten. Semenjak

terbentuknya

Secara Berkelanjutan, Dalam
Masyarakat Inklusif Yang Beradat, Beriman, Bertakwa Dengan

Mengembangkan Nilai Budaya Melayu Tahun 2025”

Rumusan Visi tersebut diatas mengandung makna sebagai berikut:

a. Kabupaten Pelalawan yang maju dan sejahtera
b. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
c. Pertanian yang unggul

d. Industri yang tangguh
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e. Masyarakat beriman dan bertagwa serta bebudaya Melayu
2) Misi Kabupaten Pelalawan
a. Meningkatkan kualitas kehidupan dengan terpenuhinya kebutuhan

dasar, sandang pangan, papan, pendidikan, kesehatan, bermartabat

pendapatan

a ekonomi

pemanfaatkan

an-hutan yang

menghasilkan

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007,
Pemerintah Kabupaten Pelalawan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Pelalawan Nomor 07 tahun 2008. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten
Pelalawan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan dan Peraturan Bupati Pelalawan
Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:
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1. Kedudukan
a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana
pemerintah daerah dibidang urusan Administrasi Kependudukan.

b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang.

Pelaksana tugas Ia g diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugasdan fungsinya.
4. Kewenangan
Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil memiliki kewenangan sebagai berikut:

a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di
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1)

. Sekretariat

bidang Administrasi Kependudukan.
c. Pengaturan teknis penyelenggara Administrasi Kependudukan

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

d. Pembinaan dan Sosialisasi  penyelenggara  Administrasi

kan berskala

Bidang Informasi Kependudukan
Bidang Perkembangan Kependudukan
Bidang Pencatatan Sipil

Kelompok Jabatan Fungsional

Dari bagan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

Kepala Dinas
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Kepala Dinas selaku Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah
mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas

sesuai dengan kewenangannya.

Sekretariat

Din

&5

<7

mberikan arahan dan
R4

pawahan dilingkungan

Perumusan kebijaka gelolahan Administrasi umum dan
Rumahtangga Dinas.

f. Perumusan  kebijakan  pengelolahaan  kelembagaan  dan
ketatalaksanaanserta hubungan masyarakat.

g. Penginventarisasian permasalahan-permasalahan guna menyiapkan

petunjuk pemecahan masalah.

h. Perumusan kebijakan pengelolahaan administrasi pengelolaan pegawai
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Perumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan.
Perumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporanpelaksanaan tugas Dinas.

. Perumusan kebijakan Pengkoordinasian publikasi pelaksanaan

Membangun Bank data Kependudukan

. Membantu dan Menyebarkan tempat perekaman data

kependudukan dikecamatan

Membantu replika data Kependudukan

. Merekam data hasil pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil

sertapemutakhiran data penduduk dengan menggunakan SIAK
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wql

5 ,

”
5-
L
;.
) P

Mengevaluasi  dan  melaporkan  pengelolaan  informasi
administrasikependudukan

Membangun dan mengembangkan jaringan komunikasi data

. Menyediakan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta

2.
ge
@
S
Q
@
=
)
=

diatas Bidang

I

7) Penyajian dan desiminasi informasi kependudukan

8) Pengembangan sumber daya manusia pengelola
informasiadministrasi kependudukan

9) Pelaksanaan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas bawahan

10) Pelaksanaan tugas lain dari kepala dinas sesuai dengan bidang
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tugasnya.
4. Bidang Perkembangan Kependudukan

Adapun fungsi bidang perkembangan penduduk adalah:

a. Menetapakan kebijakan perkembangan kependudukan

penduduk dan

kependudukan

penyusunan

kebijakan

pengendalian  kuantitas penduduk,
pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas atau
penataan pengelolaan dan perlindungan penduduk dalam konteks
pembangunan berwawasan kependudukan

h. Membuat analisis pengendalian kualitas penduduk, pengembangan
kualitas penduduk, pengarahan mobilitas atau penataan persebaran

dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan
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kependudukan
Mengkoordinasikan dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan

kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengarahan mobilitas

atau penataan perubahan dan pengembangan penduduk serta

penduduk dan

sian  kebijakan

n pengendalian

duk, pengarahan

dengan tugas da ngsinya.  Untuk melaksanakan tugas
sebgaimana dimaksud dalam pasal 14 Bidang Perkembangan
Kependudukan mempunyai tugas:

1) Penetapan Perkembangan kependudukan;

2) Penyusunan dan rekomendasi kebijakan kependudukan;

3) Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan;

4) Penetapan indikator proyeksi dan analisa dampak serta
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kebijakan kependudukan;
5) Penetapan norma, standar dan prosedur mobilitas dan

persebaranserta perlindungan penduduk;

6) Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;

arahan,

dan pengawasan
terhadap pelaksana
15) Pelaksanaan tugas lainnya dari kepala dinas sesuai dengan
bidang tugasnya.
Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud
diatas bidang pencatatan sipil memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Pengkoordinasian berkaitan dengan kelahiran dan kematian;
2) Pembinaan dan perumusan pencatatan dan penerbitan

47



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

akte perkawinan;
3) Perumusan pencatatan dan penerbitan dokumen;
4) Pencatatan dan penerbitan status kewarganegaraan;

5) Perubahan dan pembatalan akta pencatatan peristiwa penting

5. Kelc

&1 terbagi dalam

Hw vl
)

perundang-undangan yang

e. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan

peraturanperundangan yang berlaku.

48



Struktur Organisasi Dinas Kependudukan

Kabupaten Pelalawan:

Dan Pencatatan Sipil

KEPALA
DINAS
KELOMPOK SEKRETARIS
| |
Subbagian Subbagian Subbagian Umum
Perencanaan Keuangan Dan Kepegeawaian
| | | |
Bidang Bidang Bidang Bidang
Pelayanan Pelayanan Pengelolaan Pemanfaatan
Pendaftaran Pencatatan
Seksi Seksi Informasi Seksi Kerjasama
| Identitas Seksi Kelahiran
Penduduk Seksi )
Pengelolaan Seksi
Data Pemanfaatan
Seksi .
| Datang BRG] :
: Perkawinan Seksi Kelola Seksi Inovasi
Pindah
ADM Layanan
L1 Seksi Pendataan Seksi Perubahan
Penduduk Status Anak

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan

4.5 Visi Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan

1. Visi

“Terwujudnya Pelayanan Administrasi

Kependudukan Yang

Profesional Berbasis Teknologi Informasi Menuju Pelalawan Emas

(Ekonomi Mandiri, Aman Dan Sejahtera) “
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2. Misi

“Mewujudkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang

Profesional Berbasis Teknologi Informasi Menuju Pelalawan Emas

(Ekonomi Mandiri, Aman Dan Sejahtera)*
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Key Informan dan Informan

at yang harus

hanya terlibat

merupakan interpretasi terhadap

anelitian yang penulis teliti yaitu
“Analisis Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-

KTP) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan”.

Dalam penelitian ini penulis ingin menjelaskan dan mendeskripsikan
mengenai identitas dari informan yang teliti. Hal-hal yang dibahas adalah meliputi

jenis kelamin, usia informan dan jabatan infoman.
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Tabel 5.1 : Identitas Informan Penelitian Tentang Pelayanan
Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-
KTP) Di Disdukcapil Kabupaten Pelalawan

No Nama Umur | Jenis Kelamin jabatan

1 | H. Nifto Anin, S.Sos., Laki-laki Kepala Dinas

Disdukcapil

¢

ALY

.

%\
upD

SN

3 N H Pegawali
4 " 1‘ Masyarakat
[ S
w E adi key informan dalam
penelitian i pagai Kepala Dinas

alawan kemudian yang
menjadi informan dari penelitia bapak Joni Naidi, S.Sos.
beliau selaku sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapak
Sujono Selaku pegawai dan bapak Salim selaku masyarakat.

Dengan beberapa informan yang disebutkan di atas penulis
menentukan hanya satu orang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil sebagaikey informan. Beliau dianggap mampu memberikan

informasi serta jawabanyang dibutuhkan oleh peniliti sesuai indikator yang

digunakan. Kemudian Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
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serta informan lainnya yang telah dipaparkan di atas juga merupakan hal
penting dalam memberikan informasi berkaitan dengan penilitian ini.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Kualitas Pelayanan
Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Di Disdukcapil
KabupatenPelalawan

Kualitas pelayanan adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan
produk atau jasa pelayanan, manusia, proses, dan lingkungan secara langsung
dapat memenuhi keinginan para pelanggannya, ‘sehingga tercapai kepuasan.

Kualitas pelayanan sangat tergantung dari persepsi -masyarakat sebagai penguna

jasa, karena merekalah yang menikmati layanan, sehingga secara otomatis dapat

mengukur kualitas pelayanan berdasarkan “harapan-harapan mereka dalam
memenuhi keinginannya. Masyarakat menilai kualitas pelayan tidak hanya dilihat
dari segi hasil pelayanan yang mereka terima, tetapi penilaian ini juga dilihat dari

segi proses pelayanan.

Masyarakat mempersepsikan ‘ kualitas dengan membandingkan kinerja
layanan yang mereka terima dengan Kkinerja layanan yang mereka harapkan
dari penyediajasa. Menurut Agus Dwiyanto (dalam Astuti, 2004:111-12) Penilaian
kinerja pelayanan publik“tidak cukup hanya-dilakukan dengan menggunakan
indikator- indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti efisiensi dan
efektifitas, tetapi juga harus dilihat dari indikator-indikator yang melekat pada
pengguna jasa, seperti kepuasan para pengguna jasa.

Untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas
Penduduk Elektronik (E-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di
Kabupaten Pelalawan. maka penulis paparkan akan hasil penelitian dengan

metode wawancara berdasarkan teori yang digunakan yaitu berdasarkan teori oleh
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Fandy Tjiptono (Hardiyansyah, 2011:53) sebagaimana pada pembahasan di bawah
ini:
1. Bukti langsung (Tangibles)

Menurut Tjiptono, (2011:53) berkenaan dengan penampilan fisik fasilitas
layanan, peralatan/perlengkapan, sumber daya manusia, dan materi komunikasi
perusahaan.. Pengertian bukti fisik dalam kualitas pelayanan..adalah bentuk
aktualisasi nyata secara fisik dapat terlihat atau digunakan oleh pegawai sesuai
dengan penggunaan dan' pemanfaatannya yang/<dapat dirasakan membantu
pelayanan yang diterima oleh orang yang menginginkan pelayanan, sehingga puas
atas pelayanan yang dirasakan, yang sekaligus menunjukkan prestasi kerja atas
pemberian pelayananyang diberikan. Berarti dalam memberikan pelayanan, setiap
orang yang menginginkan pelayanan dapat merasakan pentingnya bukti fisik
yang ditunjukkan oleh pengembang pelayanan, sehingga pelayanan yang
diberikan memberikan kepuasan.

Bentuk pelayanan bukiti fisik. biasanya berupa sarana dan prasarana
pelayanan yang tersedia, teknologi pelayanan yang digunakan, performance
pemberi pelayanan yang sesuai dengan karakteristik pelayanan yang diberikan
dalam menunjukkan prestasi kerja yang dapat diberikan dalam bentuk pelayanan
fisik yang dapat dilihat. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam suatu organisasi
modern dan maju, pertimbangan dari para pengembang pelayanan, senantiasa
mengutamakan bentuk kualitas kondisi fisik yang dapat memberikan apresiasi
terhadap orang yang memberi pelayanan.

Dalam indikator Tangible sangat berkaitan dengan kinerja para pegawai
dalam menjalan dan memroses data dari masyarakat. Jika sarana dan prasarana
memadai seperti komputer yang cukup dan bagus maka pegawai akan mudah

dalam menginput data masyarakat, jika jaringan wifi lancar tanpa macet maka
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otomatis pegawai mudah untuk menginput data ke server yang sudah disediakan
oleh pusat. Selanjutnya jika aliran listrik dari daerah kawasan kantor Disdukcapil
lancar tanpa adanya mati-mati mendadak maka pegawai tidak terkendala akan
mengerjakan semuabekas yang ada dan masyarakat tak perlu menunggu dengan
waktu yang lama.

Martul (2004:49) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berupa kondisi
fisik merupakan bentuk kualitas pelayanan nyata yang memberikan adanya
apresiasi dan_membentuk*ime] positif bagi setiap individu yang dilayaninya dan
menjadi suatu penilaian dalam menentukan kemampuan dari pengembang
pelayanan tersebut memanfaatkan segala kemampuannya untuk dilihat secara
fisik, baik dalam menggunakan alat dan perlengkapan pelayanan, kemampuan
menginovasi dan mengadopsi teknologi, dan menunjukkan suatu performance
tampilan yang cakap, berwibawa dan memiliki integritas yang tinggi sebagali
suatu wujud dari prestasi kerjayang ditunjukkan kepada orang yang mendapat
pelayanan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan dapat dijelaskan bahwa
sarana dan prasarana yang ada di kantor Disdukcapil kabupaten Pelalawan sudah
bisa dikatakan lengkap baik.itu dari kemputer, pendingin ruangan (AC), Kkursi
tunggu untuk masyarakat, mesin pencetak/printer, mesin scan yang digunakan
untuk menscan file atau dokumen serta wifi yang terpasang di kantor tersebut.
Hanya saja ada satu sarana prasarana yang masih tidak bisa digunakan alias rusak
yaitu mesin pencetak KTP dan hingga saat ini belum diperbaiki.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peniliti dengan Nifto Anin,
S.S0s.,M.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pelalawan, mengenai indikator Tangibles tentang Bagaimana bukti

langsung, beliau mengatakan bahwa:
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“Terkait dengan sarana prasarana yang ada di kantor dinas
kependudukan dan pencatatan sipil ini termasuk lengkap, baik dari segi
komputer, kipas angin, AC, kursi tunggu, mesin printer, mesin scanner dan
wifi juga ada. Tetapi mesin cetak kartu identitas penduduk belum
diperbaiki”. (Wawancara bersama Bapak Nifto Anin, S.Sos.,M.Sos Kamis
17 Maret 2022)
Selanjutnya penulis mewawancarai bapak Joni Naidi. S.Sos selaku
sekretaris Dinas-Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai seperti kondisi

beliau bekerja, beliau menjawab:

“Mengenai dengan-kondisi dikantor, kamiysudah memberikan pelayanan
yangterbaik dari'kami dan semampu kami baik‘itu dari fasilitas yang ada
maupun keramahan dan kesopanan dari pegawal kami. Kami sudah
menyediakanfasilitas seperti ruang tunggu yang nyaman dan kursi tunggu
vang memadai”. (Wawancara bersama bapak Joni Naidi, S.Sos selaku
sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 17 Maret 2022).

Dalam indikator tangible ini dibagi lagi menjadi beberapa sub indikator

yaitu sebagal berikut:

a. Kemudahan Dalam Proses Pelayanan

Dalam poin ini peneliti melakukan wawancara dengan bapak Nifto
Anin selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Pelalawan. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan dapat dijelaskan
bahwa pegawal yang bekerja di kantor Disdukeapil kabupaten Pelalawan
sudah memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan SOP yang berlaku.
Tetapi masih ada terjadi miskomunikasi antara masyarakat dengan
pegawai dalam pelayanan tersebut, seperti masyarakat masih merasa
terkadang masih banyak pegawai yang tidak senyum dalam menanyakan
keinginan dari masyarakat.

Hasil wawancara dengan bapak Nifto Anin selaku Kepala Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, beliau

mengatakan bahwa:
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“Menurut saya dengan tenaga pegawai kami sudah melayani dengan baik
untuk masyarakat yang datang untuk membuat KTP maupun mengurus KK
atau surat-surat lainnya. Karena kami sudah menerapkan pelayanan yang
sesuai dengan standar yang ada. Hanya saja mungkin ada terjadi
miskomunikasi antara pegawai dan masyarakat dan hal itu menurut saya
sudah biasa terjadi” (Wawancara bersama Bapak Nifto Anin,
S.S0s.,M.Sos Kamis 17 Maret 2022)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak Salim
selaku masyarakat mengenai kemudahan dalam membuat E-KTP dan

mengurus surat lainnya; beliau mengatakan:

“Untuk pengurusan pembuat KTP para pegawai sudah bekerja dengan
baik baik dari segi proses pembuatan hingga jadi sehingga kami tidak
menunggu terlalu lama, tetapi ada beberapa kendala seperti pegawai
ketika kami masuk ke kantor, mereka masih agak cuek dan tidak tanggap
dalam menanyakan apa kebutuhan kami. Terkadang mereka lebih sibuk
dengan urusan sendiri ketimbang melayani masyarakat yang datang. Dan
juga untuk lokasi antara rumah saya dengan kantor Disdukcapil agak
lumayanjauh atau memakan waktu setengah jam.” (Wawancara dengan
bapak Salim selaku masyarakat, 17 Maret 2022)

Penggunaan Alat Bantu Dalam Proses Pelayanan

Dalam sub indikator ini peneliti melakukan observasi dan
wawancara. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan dapat
dijelaskan bahwa pada kantor Disdukcapil sudah menyediakan alat
fotocopy untuk memperbanyak berkas yang masyarakat bawa untuk
keperluan pengurusan E-KTP hanya saja alat fotocopy tersebut terbatas
jumlahnya. Dengan adanya alat fotocopy ini membuat masyarakat terbantu
sehingga tidak perlu lagi keluar untuk menggandakan berkas.

Hasil wawancara dengan bapak Sujono selaku pegawai dari Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, beliau mengatakan:

“Dalam proses pelayananan kepada masyarakat untuk pengurusan
KTP dan surat-surat lainnya kami sudah menyediakan alat bantu untuk
memudahkan Kkinerja para pegawai dan untuk memberikan pelayanan
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yang maksimal kepada masyarakat. Misalnya komputer yang disediakan
untuk pengambilan nomor antrean, kursi tunggu, dan alat fotocopy untuk
masyarakat yang ingin menfocopy berkas mereka dan mereka tidak perlu
keluar dari area kantor. Setidak mengirit biaya untuk masyarakat dan
waktu para pegawai untuk memproses berkas-berkas. Tapi ya hanya ada
beberapa alat fotocopy yang masih bagus.” (Wawancara bersama bapak
Sujono selaku pegawai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 17
Maret 2022)

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai.bapak Salim selaku
masyarakat mengenai penggunaan alat bantu dalam layanan disdukcapil

Pelalawan, beliau mengatakan:

“Di kantor Disdukcapil Pelalawan ini sudah sangat membantu
dalam penggunaan alat bantu ketika memberikan proses pelayanan.
Seperti sudah adanya fotocopy di dalam kantor untuk digunakan
masyarakat dalam menggandakan berkas-berkas yang diperlukan. Jadi
masyarakat tidak pusing lagi mencari-cari fotocopy di luar. Tetapi ya
hanya satu mesin fotocopy saja seharusnya lebih agar tidak mengantri.”
(Wawancara bersama bapak Salim selaku masyarakat, 17 Maret 2022)

Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Termasuk Alat Yang Siap Dipakai.

Berdasarkan ‘thasil observasi peneliti dilapangan dapat dijelaskan
bahwa dalam pelayanan pembuatan E-KTP di Disdukcapil kabupaten
Pelalawan sudah memaksimalkan dalam memberikan pelayanan ke
masyarakat agar tercapainya kepuasan mamsyarakat. Salah satunya
memaksimalkan sarana prasarana yang ada seperti komputer, jaringan wifi
dan alat-alat lainnya, tetapi ada terkadang kendala yang ditemukan di
lapangan yaitu gangguan jaringan wifi diakibatkan listrik mati atau sinyal
yang kurang bagus.

Hasil wawancara bersama dengan bapak Sujono selaku pegawai
dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai seperti apa
kondisi fasilitas dan tempat pelayanan, beliau menjawab:

“Sejujurnya kami sudah memaksimalkan sumber daya yang ada dalam
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memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang membuat KTP
maupunmengurus surat-surat lainnya. Namun ada beberapa kendala yang
dijumpai yaitu berhentinya seistem komputer disebabkan Isitrik mati dan
terganggunya jaringan wifi dikarenakan sinyal kurang baik” (WWawancara
dengan bapak Sujono selaku pegawai Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, 17 Maret 2022)

Kemudian langkah selanjutnya penulis melanjutkan penelitian
dengan .mewawancarai bapak.-Salim selaku masyarakat mengenai
bagaimana kondisi fasilitas yang ada di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, beliau mengatakan:

“Untuk kondisi tempat duduk dan fasilitas lainnya sudah memadai atau
bisa dikatakan nyaman tetapi perlu adanya pembenahan terhadap fasilitas
tersebut seperti disediakannya lebih banyak jumlah agar yang menunggu
tidak berdiri diruang tunggu.. (Wawancara dengan bapak Salim selaku
masyarakat, 17 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai ketampilan fisik
dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat disimpulkan
bahwa sarana prasarana penunjang kegiatan pelayanan dalam melayani
pembuatan. KTP Elektrontk masih ~térdapat hambatan yaitu belum
maksimalnya listrik dan jaringan wifi yang sering macet dikarenakan
jaringan tidak stabil. Maka perlu adanya terobosan dan evaluasi dalam
fasilitas agar kinerja pegawai tidak terhambat dan bisa melaksanakan

tugasnya tepat waktu.

Tabel 5.2 : Hasil Observasi terkati indikator Tangible

No Uraian Keterangan

1 | Bentuk Kegiatan Observasi terhadap sarana prasarana

2 | Waktu Kegiatan Kamis 17 Maret 2022

3 | Tempat Kegiatan Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
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No Uraian Keterangan

4 | Actor Yang Terlibat Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Pegawai Dinas+ Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Masyarakat

5 | Hasil Observasi Dalam' = sardna , jorasarana penunjang

kegiatan  pelayanan’< dalam melayani
pembuatan KTP  Elektronik — masih
terdapat = hambatan.  yaitu ~belum
maksimalnya listrik dan jaringan wifi
yang sering macet dikarenakan jaringan
tidak stabil. Dapat penulis informasikan
bahwa sarana ' prasarana atau bisa
dikatakan ASET dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
masih dalam keadaan kurang baik dan
dinilai kurang lengkap atau kurang
memadai  jika dibandingkan  dari
kebutuhan sebagai kantor yang berfungsi
sebagai kantor pelayanan bagi
masyarakat.. -\ Maka  perlu. adanya
terobosan dan evaluasi dalam fasilitas
agar kinerja pegawai tidak terhambat dan
bisa melaksanakan tugasnya tepat waktu.

bukti langsung terhadap kenampakan fisik dari sarana prasarana yang ada di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan pembuatan KTP Elektronik
sejauh ini masih kurang dari kata sempurna, mungkin dalam ruangan dan
komputer sudah sedikit memadai tetapi kinerja dari pekerja magang juga harus
dijadikan hal yang serius agar pekerjaan yang dikerjakan menjadi lebih lancar dan
baik. Dan juga wifi sangat penting bagi pekerja atau pegawai dalam melakukan

pekerjaannya apalagidi masa zaman sekarang ini semuanya menggunakan data

Sumber : Hasil observasi lapangan 2022

Berdasarkan hasil observasi-penulis di atas tentang indikator tangible atau
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input ke komputer tidaklagi menggunakan berkas manual seperti kertas.

2.

Keandalan (Reliability)

Kehandalan (reability), yaitu unsur pelayanan yang dapat dilihat dari
kemampuan untuk melaksanakan pelayanan jasa yang dijanjikan dengan
tepat dan terpercaya. Pelayanan publik yangbaik harus. mempunyai prosedur
pelayanan yang sederhana dan jelas, sehingga dapat dipahami dan
dilaksanakan dengan mudah (eleh: pengguna jasa. Kemampuan perusahaan
untuk memberikan-pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat
dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti
ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk. - semua pelanggan tanpa
kesalahan, sikap yang simpatik dan dengan akurasi yang tinggi.

Menurut (Tjiptono, 2011:53) menjelaskan bahwa setiap pelayanan
memerlukan bentuk pelayanan yang handal, artinya dalam memberikan
pelayanan,  setiap pegawai diharapkan memiliki kemampuan dalam
pengetahuan, keahlian, kemandirian, penguasaan dan profesionalisme kerja
yang tinggi, sehingga aktivitas kerja yang dikerjakan menghasilkan bentuk
pelayanan yang memuaskan, tanpa ada keluhan dan kesan yang berlebihan
atas pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Tuntutan kehandalan pegawai
dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan lancar menjadi
syarat penilaian bagi orang yang dilayani dalam memperlihatkan aktualisasi
kerja pegawai dalam memahami lingkup dan uraian kerja yang menjadi
perhatian dan fokus dari setiap pegawai dalam memberikan pelayanannya.

Inti pelayanan kehandalan adalah setiap pegawai memiliki
kemampuan yang handal, mengetahui mengenai seluk belum prosedur kerja,

mekanisme kerja, memperbaiki berbagai kekurangan atau penyimpangan
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yang tidak sesuai dengan prosedur kerja dan mampu menunjukkan,
mengarahkan dan memberikan arahan yang benar kepada setiap bentuk
pelayanan yang belum dimengerti oleh masyarakat, sehingga memberi
dampak positif atas pelayanan tersebut yaitu pegawai memahami, menguasai,
handal, mandiri« dan_ profesional atas uraian wkerja yang ditekuninya
(Parasuraman, 2001:101).

Kaitan dimensi pelayanan reliability (kehandalan) merupakan suatu
yang' sangat penting'dalam dinamika kerja ‘sdatu organisasi. Kehandalan
merupakan bentuk ciri khas atau karakteristik dari pegawai yang memiliki
prestasi kerja tinggi.Kehandalan dalam pemberian pelayanan dapat terlihat
dari kehandalan memberikan pelayanan sesuai dengan tingkat pengetahuan
yang dimiliki, kehandalan dalam terampil menguasai bidang kerja yang
diterapkan, kehandalan dalam penguasaan bidang Kkerja sesuai pengalaman
kerja yang ditunjukkan dan kehandalan menggunakan teknologi kerja.
Sunyoto (2004:16) kehandalan dari-suatu individu organisasi dalam
memberikan pelayanan sangat diperlukan untuk menghadapi gerak dinamika
kerja yang terus bergulir menuntut kualitas layanan yang tinggi sesuai
kehandalan individu pegawai.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan dapat dijelaskan
bahwa pegawai di kantor Disdukcapil rata-rata lulusan sarjana dan sesuali
dengan kualifikasi untuk menjadi karyawan di kantor Disdukcapil tersebut.
Pegawai ini juga sering mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan
peningkatan kualitas pelayanan untuk masyarakat. Tetapi pegawai yang ada
tidak banyak alias jumlahnya sedikit.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Nifto

Anin, S.Sos., M.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
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Sipil Kabupaten Pelalawan, mengenai indikator Reliability tentang

Bagaimana kehandalan pegawai, beliau mengatakan bahwa:

“Mengenai dengan kemampuan dan keahlian pegawai, sumber daya
manusia kami dalam menangani pelayanan di Disdukcapil sebagian besar
lulusan sarjana dan juga saya rasa mereka mampu mengerjakan
pekerjaan dengan baik. Dan di disdukcapilsjuga terdapat kekurangan
sumber daya manusia.yang menangani proses pengurusan pembuatan
kartu .identitas  penduduk. “(Wawancara. bersama Bapak Nifto Anin,
S.50s.,M.Sos selaku Kepala Disdukcapil, Kamis 17 Maret 2022)

Selanjutnya penulis mewawancarai bapak Joni Naidi. S.Sos selaku
sekretaris 'Dinas Kependudukan dan Pencatatan. Sipil“mengenai-seperti kondisi

kehandalan pegawali, beliau menjawab:

“Petugas kami yang khusus menangani pelayanan kartu identitas
penduduk elektronik ini sudah " memiliki kehandalan dalam
mengoperasikan komputer dan sarana prasarana penunjang lainnya.
Mereka mengerjakan pekerjaan itu dengan tepat waktu. “‘(\Wawancara
bersama Bapak Joni Naidi, S.sos, selaku sekretaris Disdukcapil, Kamis 17
Maret 2022)

Dalam indikator reability ini terdapat beberapa sub indikator yaitu:

a. Kecermatan Petugas Dalam Memberikan Pelayanan

Berdasarkan hasil observasi penulis. di lapangan didapatkan
penjelasan yaitu" pegawail Disdukcapil . kabupaten Pelalawan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah dianggap baik. Pekerjaan
pegawai juga cermat dalam memproses data/dokumen yang ada.

Pada bagian sub indikator ini peneliti melakukan wawancara dengan
bapak Sujono selaku pegawai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil tentang bagaimana cermatnya pegawai memberikan pelayanan kepada

masyarakat, beliau mengatakan:

“Dalam kecermatan pegawai dalam memberikan pelayana kepada
masyarakat saya anggap sudah baik dan benar. Para pegawai selalu
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teliti dengan setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Dalam
memroses data masyarakat yang ingin membuat KTP juga cepat
dalam proses penginputan.mereka selalu mengutamakan pekerjaan
agar tidak terjadi kendala dikemudian nanti seperti matinya listrik
ataupun komputer terjadi kerusakan.” (Wawancara bersama bapak
Sujono selaku pegawai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, 17 Maret 2022)

b. Memiliki Standar Pelayanan
Pada sub indikator ini peneliti melakukan wawancara dengan
narasumber vyaitu bapak Nifto Anin janin selaku Kepala Dinas
Kependudukan .Dan” Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, beliau
mengatakan:

“Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat tentunya kami
sudah memiliki standar yang baik dan benar. Kami tidak
sembarangan memberikan pelayanan kepada masyarakat karena
akan ditakutkan masyarakat tidak puas dengan pelayanan yang
diberikan tadi. Kami selalu memberikan pelatihan-pelatihan kepada
para pegawai dan staf agar mereka tau apa yang harus dilakukan
dan mereka sudah terbekali dengan ilmu. Tetapi untuk pegawai baru
Jika ada kekurangan dalam melayani masyarakat harap maklum
karena mereka masih junior. Tetapi saya tekankan lagi kepada para
pegawai agar--menjaga profesionalitas kerja dan mengutamakan
pelayanan maksimal terhadap wmasyarakat.” (Wawancara bersama
bapak Nifto Anin selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, 17 Maret 2022)

c. Kemampuan dan Keterampilan Dalam Menyelesaikan Pekerjaan
Yang Diberikan
Selanjutnya penulis “melanjutkan penelitian dengan melakukan
wawancara bersama dengan bapak Sujono selaku pegawai dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai seperti apa kehandalan

pegawai dalam melakukan pelayanan, beliau menjawab:

“Dalam proses pelayanan pembuatan KTP Elektronik, kami secara
langsung menyelesaikan dan memberikan pelayanan dalam
mengolah data dan menginput data sesuai dengan visi dan misi dari
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam misinya kami
harus tanggap dan cepat dalam mengerjakan tugas akan dalam
melayani masyarakat dalam pembuatan KTP. Kami juga
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mensosialisasikan kepada masyarakat akan membuat KTP bagi yang
membuat KTP dan mengurus KTP biasa dengan yang
Elektronik. “(Wawancara bersama Bapak Sujono selaku pegawai
Disdukcapil, Kamis 17 Maret 2022)

Kemudian langkah selanjutnya penulis melanjutkan penelitian
dengan mewawancarai bapak Salim selaku masyarakat mengenai bagaimana
kondisi pelayanan pegawai di- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

beliau mengatakan:

“Dalam pelayanannya ada beberapa’ petugas yang masih enggan
melayani masyarakat dengan baik. Ketika masyarakat datang ke
dinas kependudukan dan pencatatan sipil, ada petugas yang tidak
menanya langung apa yang diinginkan oleh masyarakat tersebut.
Dalam melayani pun ada beberapa petugas yang cuek dan lambat
dalam memproses masyarakat. “(Wawancara bersama Bapak Salim,
selaku masyarakat, Kamis 17 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber tersebut di atas

mengenai kemampuan dan keahlian pegawai dalam melakukan pelayanan dalam

pembuatan KTP elektronik dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hambatan

yakni kemampuan dan Keahtian spegawai, masih dirasa _kurang baik dalam

melayani masyarakat. Tidak semua tetapi beberapa pegawai yang masih cuek

akan kerjaannya dan kurang ramahnya dalam melayani masyarakat yang datang

untuk membuat KTP. Dalam menginput data pun- terkadang mendapati kendala

yakni kurang pahamnya beberapa pegawai dalam mengoperasikan komputer.

Berikut ini hasil observasi di lapangan yang ditemukan, pada tabel berikut:

Tabel 5.3 : Hasil observasi terkait indikator realiblity (kehandalan)

No

Uraian Keterangan

Bentuk kegiatan Melihat Kemampuan Dan Kinerja Pegawai
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No Uraian Keterangan
2 Waktu kegiatan Kamis 17 Maret 2022
3 Tempat kegiatan Kantor Disdukcapil
4 Aktor yang terlibat Kepala Dinas Disdukcapil
Sekretaris Disdukcapil
Pegawai Disdukcapil
Masyarakat
5 Hasil observasi Kemampuan dan/ keahlian pegawai dalam

melakukan pelayanan dalam pembuatan KTP
elektronik dapat disimpulkan bahwa terdapat
beberapa hambatan yakni kemampuan dan
keahlian pegawai masih dirasa kurang baik
dalam melayani masyarakat. Tidak semua
tetapi beberapa pegawal yang masih cuek
akan kerjaannya dan-kurang ramahnya dalam
melayani masyarakat yang datang untuk
membuat KTP.. Dalam menginput data pun
terkadang mendapati kendala yakni kurang
pahamnya  beberapa pegawai  dalam
mengoperasikan komputer.

Sumber :'Hasil observasi tapangan-2022

Dari hasil observasi penulis di lapangan di atas tentang indikator Reability

(Kehandalan) adalah sejauh ini mengenai kehandalan petugas sudah memiliki

kehandalan dalam sarana prasarana atau_ perlengkapan dalam pelayanan

sedangkan untuk etika sedikit perlu diperbaiki dan benahi. Dikarenakan banyak

diantara semua pegawai masih cuek dan tidak ambil peduli dengan pelayanan ke

masyarakat. Terkadang masyarakat merasa kesal akan perilaku pegawai tetapi ada

juga pegawai yang cekatan dan fokus dalam melayani masyarakat.

3.

Daya Tanggap (Responsiveness)

Responsivitas,

kemampuan untuk membantu pemohon

(masyarakat) berupa informasi atau memberikan pelayanan dengan cepat dan

tanggap seperti adanya pengaduan konsumen atau pemohon (masyarakat),
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sehingga pelayanan yang diberikan sesuai dengan keinginan konsumen atau
pemohon (masyarakat). Suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan
pelayanan yang cepat (responsive) dan tepat kepada pelanggan, dengan
penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan konsumen menunggu
persepsi yang negatifidalam kualitas pelayanan.

Menurut - Tjiptono (2011:54) berkenaan dengan kesediaan dan
kemampuan penyedia layanan untuk membantu para pelanggan dan
merespon  permintaan” mereka dengan segera:s . Setiap pegawai dalam
memberikan bentuk-bentuk pelayanan, mengutamakan aspek pelayanan yang
sangat mempengaruhi perilaku orang yang mendapat pelayanan, sehingga
diperlukan. kemampuan daya tanggap dari pegawai untuk melayani
masyarakat sesuai dengan tingkat penyerapan, pengertian, ketidaksesuaian
atas berbagai hal bentuk pelayanan yang tidak diketahuinya. Hal ini
memerlukan adanya penjelasan yang bijaksana, mendetail, membina,
mengarahkan dan membujuk: agar.menyikapi segala bentuk-bentuk prosedur
dan mekanisme kerja yang berlaku dalam suatu organisasi, sehingga bentuk
pelayanan mendapat respon positif.

Suatu organisasi sangat menyadari pentingnya kualitas layanan daya
tanggap atas pelayanan yang diberikan. Setiap orang yang mendapat
pelayanan sangat membutuhkan penjelasan atas pelayanan yang diberikan
agar pelayanan tersebut jelas dan dimengerti. Untuk mewujudkan dan
merealisasikan hal tersebut, maka kualitas layanan daya tanggap mempunyai
peranan penting atas pemenuhan berbagai penjelasan dalam kegiatan
pelayanan kepada masyarakat. Apabila pelayanan daya tanggap diberikan
dengan baik atas penjelasan yang bijaksana, penjelasan yang mendetail,

penjelasan yang membina, penjelasan yang mengarahkan dan yang bersifat
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membujuk, apabila hal tersebut secara jelas dimengerti oleh individu yang
mendapat pelayanan, maka secara langsung pelayanan daya tanggap
dianggap berhasil, dan ini menjadi suatu bentuk keberhasilan prestasi kerja.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan didapatkan
penjelasan yaitu® pegawai Disdukcapil kabupaten Pelalawan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah dianggap tanggap dan
cekatan. hanya saja dengan kondisi dilapangan terkadang masih terjadi
miskomunikasi, masyarakat masih merasa pegawail cuek dan tidak ramah
terhadap mereka. Padahal pelayanan tersebut sudah sesuai dengan pelayanan
standar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Nifto
Anin, S.50s.,M.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Pelalawan, mengenai indikator Responsiveness tentang

bagaimana daya tanggap, beliau mengatakan bahwa:

“Pegawai sudah mempunyai' daya tanggap yang baik, alias merespon
masyarakat dengan cepat ketika ada yang mengurus berkas/dokumen
seperti pembuatan KTP~ (Wawancara bersama Bapak Nifto Anin,
S.Sos.,M.Sos, selaku masyarakat, Kamis 17 Maret 2022)

Selanjutnya penulis mewawancarai bapak Joni Naidi, S.Sos selaku
sekretaris Disdukcapil mengenai ‘bagaimana kecepatan dan kecermatan

pegawai, beliau mengatakan bahwa:

“Kecepatan dan ketangkasan pegawai dalam pelayanan pembuatan kartu
identitas penduduk elektronik ini sudah dianngap baik. Yang mana
masyarakat yang sudah memiliki dokumen/persyaratan untuk pembuatan
kartu identitas penduduk dengan segera dillayani petugas dengan cepat’.
(Wawancara bersama Bapak Joni Naidi, S.Sos, pegawai Disdukcapil,
Kamis 17 Maret 2022)

Sedangkan mengenai seperti apa respon terhadap keluhan masyarakat,

beliau mengatakan bahwa:
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“Terkait untuk kecepatan dan kecermatan pegawai di dinas
kependudukan dan pencatatan sipil Pelalawan masih kurangnya santun
dan ramah tamah ketika melayani masyarakat yang datang membuat KTP
elektronik. Tetapi dalam mencetak KTP elektronik pegawai
meneyelesaikan dengan tepat waktu. (Wawancara Joni Naidi, S.Sos,
pegawai Disdukcapil, Kamis 17 Maret 2022)

a. Merespon Setiap Masyarakat Yang Melakukan Pelayanan
Padaindikator-.ini peneliti melakukan wawancara bersama bapak
Nifto Anin selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pelalawan, menyebutkan bahwa:

“Menanggapi dengan keluhan masyarakat disertai penjelasan
terkait fasilitas pelayanan yang belum memadai. Banyak keluhan
yang masuk akan pelayanan yang diberikan oleh pegawai
terhadap masyarakat. Agar lebih baik kedepannya maka harus ada
pembenahan pelayanan yang baik agar tercapai visi misi dari
disdukcapil dan bisa memberikan pelayanan  terbaik.”
(Wawancara bersama Bapak Nifto Anin, S.Sos.,M.Sos, Kepala
Dinas Disdukcapil, Kamis 17 Maret 2022)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama bapak Salim
selaku masyarakat terkait masalah respon dari setiap pegawai terhadap

masyarakat dalam proses pelayanan, beliau mengatakan:

“Terkadang para pegawai enggan melayani masyarakat yang
datang untuk mengurus KTP, tetapi tidak semua pegawai yang
seperti Itu hanya ada beberapa orang saja. Mungkin karena
mereka lelah seharian bekerja atau mungkin memang mempunyai
etika yang kurang.baik. Seharusnya mereka harus professional.”
(Wawancara bersama bapak Salim selaku masyarakat , 17 Maret
2022)

b. Kehandalan Dan Kemampuan Karyawan Dalam Memberikan

Pelayanan

Pada sub indikator ini peneliti melakukan wawancara dengan
bapak Sujono selaku pegawai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil mengenai masalah kehandalan dan kemampuan pegawai dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, beliau menyebutkan:
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“Dalam kehandalan dan kemampuan sudah tidak diragukan lagi,
para pegawai berasal dari tamatan sl minimal, ditambah lagi
sudah mengikuti pelatihan-pelatihan beberapa kali dalam setahun
tentunya mereka sudah mampu memberikan pelayanan yang
terbaik. Mereka sudah terbekali dengan ilmu dan pengalaman yang
baik. Saya rasa sudah tidak diagukan /agi.” (Wawancara bersama
bapak Sujono selaku pegawai dari«Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, 17 Maret 2022)

Selanjutnya bapak Salim selaku masyarakat menambahkan
mengenai kondisi kehandalan: dan kemampuan para pegawai dalam

memberikan pelayanan terhadap masyarakat, beliau mengatakan:

“Jika melayani dengan baik maka kami sebagal masyarakat sudah
tentu merasa puas, tapi masih banyak masyarakat mengeluhkan
masalah ketidakpuasan mereka terhadap kinerja para pegawai
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya
tingkat keramahan pegawai.” (Wawancara bersama bapak Salim
selaku masyarakat , 17 Maret 2022)

Menyampaikan Informasi Dengan Jelas Agar Tidak Terjadi Persepsi

Negatif Dalam Pelayanan

Dalam sub indikator ini peneliti melakukan wawancara dengan
narasumber yartu bapak Juno Junaidi Selaku Pegawal Dinas Pendudukan

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelalawan, beliau mengatakan bahwa:

“Kami dari barisan.pegawai/staf sudah selalu mengingatkan
kepada masyarakat bahwa berkas-berkas penting dalam
pengurusan E-KTP misalnya jangan sampai ada yang lupa dibawa.
Kami juga selalu memberikan pengarahan dan informasi kepada
masyarakat akan berkas-berkas dan dokumen yang diperlukan
dalam suatu pengurusan.Ditambah lagi sudah diberikan informasi
pada papan informasi dibagian luar kantor agar masyarakat bisa
membaca dan memotret informasi terssbut.” (Wawancara bersama
bapak Juno Junaidi Selaku Pegawai Dinas Pendudukan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelalawan, 17 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas mengenai
responsivenses (daya tanggap) adalah menanggapi keluhan dapat

terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Dalam menanggapi
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keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan pembuatan kartu tanda
penduduk cukup tanggap. Karena dalam keluhan ini terdapat banyak
keluhan terhadap kinerja pegawai akan keramahan terhadap masyarakat.

Maka kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten

Y

.7@
'.ﬁ@

terhadap kinerja pegawai akan keramahan
terhadap masyarakat. Maka kepala dinas
kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten
Pelalawan merespon dengan baik setiap keluhan
dari masyarakat.

dengan  baik
Dalam  menanggapi

jarakat terkait dengan pelayanan
%ﬁ‘&” da penduduk cukup tanggap.

' eluhan ini terdapat banyak keluhan

Sumber : Hasil Observasi Lapangan 2022

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan mengenai indikator

Responsiveness atau daya tanggap dapat dijelaskan bahwa dalam memberikan

pelayanan masih banyak pegawai kurang cepat dan tanggap melayani masyarakat.

Dan dalam banyak keluhan dari masyarakat terdapat keluhan akan pegawai yang
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kurang ramah dalam melayani masyarakat. Tetapi dari sisi pendribusian kartu
identitas penduduk elektronik seperti menginput data dan pencetakan KTP
elektronik masyarakat pegawai dibilang cepat dalam hal itu. Sedangkan mengenai
respon pegawai terhadap keluhan dari masyarakat tergantung seperti apa keluhan

dari masyarakat itu_sendiri, selagi pegawai bisa membantu maka akan direspon

ara pegawai
ggan kepada

n komunikasi,

selesai sesuai dengan kecepatan, ketepatan, kemudahan, kelancaran dan
kualitas layanan yang diberikan.

Jaminan atas pelayanan yang diberikan oleh pegawai sangat
ditentukan oleh performance atau kinerja pelayanan, sehingga diyakini
bahwa pegawai tersebut mampu memberikan pelayanan yang handal, mandiri

dan profesional yang berdampak pada kepuasan pelayanan yang

diterima.Selain dari performance tersebut, jaminan dari suatu pelayanan juga
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ditentukan dari adanya komitmen organisasi yang kuat, yang menganjurkan
agar setiap pegawai memberikan pelayanan secara serius dan sungguh-
sungguh untuk memuaskan orang yang dilayani. Bentuk jaminan yang lain
yaitu jaminan terhadap pegawai yang memiliki perilaku kepribadian
(personality behawvior) yang baik dalam memberikan pelayanan, tentu akan
berbeda pegawai yang memiliki watak atau karakter yang kurang baik dan
yang kurang baik dalam memberikan pelayanan (Margaretha, 2003: 201).

Berdasarkan:hasil observasi penulis 'di’ lapangan dapat dijelaskan
bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengupayakan
untuk tepat waktu dalam pembuatan E-KTP di kabupaten agar masyarakat
tidak lama menunggu dan bisa menggunakan E-KTP. tersebut sesuai
kebutuhan masing-masing, tetapi dikarenakan sarana prasarana yang kurang
memadai terkadang masih terdapat kendala yaitu ada KTP yang belum bisa
dicetak dengan tepat waktu. Dalam biaya Disdukcapil tidak memungut biaya
sepeserpun alias gratis dart masyarakat karena sudah menjadi tanggung jawab
pemerintah.

Berdasarakan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulsi dengan
Bapak Nifto Anin, S.S0s.,M.Ses selaku, Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil KabupatenPelalawan, mengenai indikator assurance

(Jaminan) tentang bagaimana jaminan waktu, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam jaminan waktu di dinas kependudukan dan pencatatan sipil ini,
kami mengusahakan untuk tepat waktu dan cepat dalam penyelesaian
kartu identitas penduduk elektronik. (Bapak Nifto Anin, S.So0s.,M.Sos
selaku Kepala Dinas Disdukcapil, Kamis 17 maret 2022)

Sedangkan mengenai jaminan biaya dalam pelayanan, beliau mengatakan

bahwa:
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“Dalam penjaminan biaya di dinas kependudukan dan pencatatan sipil
terhadap pembuatan kartu identitas penduduk elektronik itu tidak dipungut
biaya sepeserpun alias gratis, sekarang sudah tidak adanya biaya
pelayanan (gratis).” (Bapak Nifto Anin, S.So0s.,M.Sos selaku Kepala
Dinas Disdukcapil, Kamis 17 Maret 2022)

Pada indikator jaminan ini terdapat beberapa sub indikator yaitu sebagai

berikut:

a. Petugas Memberikan Jaminan Tepat Waktu
Pada sub indikator inivpeneliti melakukan wawancara dengan para
narasumber yaitu bapak Juno Junaidi Selaku Pegawai Dinas Pendudukan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelalawan dan bapak Sujono selaku
pegawai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bapak Juno

Junaidi mengatakan:

“Dalam penjaminan waktu masih perlu perbaikan kedepannya
dalam mengefektifkan waktu dalam pelayanan pembuatan kartu
identitas penduduk elektronik. Agar tidak membuat masyarakat
menunggu terlalu lama dalam jadinya KTP mereka sesuai waktu
yang berlakn” -(\Wawancara_bersama Bapak Juno Naidi selaku
Sekretaris Dinas’ Kependudukan Disdukecapil, Kamis 17 Maret
2022)

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Sujono Selaku pegawali
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai jaminan waktu

mengatakan bahwa:

“Kalau jaminan waktu kami tepat waktu dalam mencetak kartu
tanda penduduk hanya saja terkadang dalam menginput data
terdapat kendala listrik mati dan mengakibatkan tidak bisanya
mengoperasikan komputer dan terkadang jaringan wifi yang lelet
mengakibatkan setiapdata harus diulang menginput.” (Wawancara
bersama Bapak Sujono selaku pegawai Dinas Kependudukan
Disdukcapil, Kamis 17 Maret 2022)

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Salim, selaku
masyarakat pengelola mengenai jaminan waktu dalam pelayanan, beliau

mengatakan bahwa:
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“Dalam jaminan Wwaktu pencetakan kartu tanda penduduk
elektronik terbilang cukup cepat. Tetapi perlu adanya pembenahan
seperti penambahan alat mesin pencetak E-KTP agar tidak
menunggu terlalu lama bagi masyarakat yang belum siap KTPnya”
(Wawancara bersama Bapak Salim, Selasa 17 Maret 2022)

b. Kegiatan Menjaga Kepastian Atau Keadaan Dan Indikasi

Menimbulkan'Kepercayaan

Pada sub indikator ini peneliti menguraikan bagaimana pegawali
menjaga kepastian dalam. .memberikan pelayanan yang tidak memungut
biaya sepeser pun dari masyarakat agar terjadi kepercayaan masyarakat
kepada pegawai maupun Disdukcapil Pelalawan. Peneliti melakukan
wawancara dengan bapak Nifto Anin selaku Kepala Dinas Kependudukan

Dan PencatatanSipil Kabupaten Pelalawan, Beliau mengatakan bahwa:

“Setiap masyarakat yang datang membuat KTP elektronik kami
menjamin tidak adanya pungutan biaya speserpun alias gratis.
Karena semua biaya ditanggung oleh pemerintah.” (\Wawancara
bersama Bapak Juno Naidi selaku Sekretaris Dinas Kependudukan
Disdukcapil Kamis.17 Maret 2022)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak Juno
Junaidi Selaku Pegawai Dinas Pendudukan Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Pelalawan, beliau menyampaikan bahwa:

“Kami tidak permah meminta uang untuk biaya apapun alias
gratis, tidak ada pungutan liar dalam pelayanan pembuatan KTP
ini dan kami sebagai pegawai juga menolak jika ada masyarakat
yag memberikan uang sebagai administrasi” (\Wawancara bersama
Bapak Sujono selaku pegawai Dinas Kependudukan Disdukcapil,
Kamis 17 Maret 2022)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak Salim
selakumasyarakat, beliau mengatakan bahwa:

“Selama ini kami tidak pernah diminta biaya apapun dalam
pembuatan KTP elektronik baik dari pegawai, sekretaris maupun
kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Pelalawan karena
mereka mensosialisasikan ke masyarakat bahwa semua beban
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C.

biaya ditanggung oleh pemerintah” (Wawancara bersama Bapak
Salim, Selasa 17 Maret 2022)

Petugas Harus Menjaga Etika Dan Kesopanan Dalam Memberikan
Pelayanan Dengan Baik

Dalam sub indikator ini peneliti menguraikan bahwa petugas harus
selalu menjaga kode etik terutama sopan dalam melayani masyarakat agar
tercapai tingkat kepuasan dari masyarakat itu sendiri. Pada sub indikator
ini peneliti melakukan waancara dengan bapak Nifto Anin selaku Kepala
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, beliau

mengatakan:

“Menurut saya pribadi  para pegawai di kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. sudah “menjaga etika dalam
berkomunikasi dengan masyarakat baik dalam kantor maupun di luar
kantor. Para pegawai sangat menjaga kesopanan dalam bertutur kata dan
bersikap. kepada masyarakat.”” (Wawancara-bersama bapak Nifto Anin
selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Pelalawan, 17 Maret 2022)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak Salim
selaku masyarakat terkait etika dan kesopanan para pegawai dalam

memberikan pelayanan, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam memberikan pelayanan ada beberapa para pegawai masih

tidak sopan dan bersikap cuek terhadap masyarakat yang datang
ke kantor untuk membuat E-KTP, mereka masih enggan melayani
masyarakat terlebih dahulu seperti menyapa atau menanyakan
keperluan dari masyarakat tersebut.” (Wawancara bersama bapak
Salim selaku masyarakat, 17 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai jaminan waktu
pelayanan belum terlaksana dengan baik karena dalam penginputan data ke
server belum dapat selesai sesuai waktu yang telah ditetatapkan, hal ini
dikarenakan beberapa hal yaitu masih kurang kuatnya jaringan wifi dan

listrik yang sering hidup mati dengan tidak waktu yang teratur. Sehingga
76



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

masyarakat akan menunggu sedikit lama yang menyebabkan pelayanan

KTP elektronik menjadi terhambat serta tidak sesuai dengan aturan yang

berlaku untuk pembuatan KTP elektronik yang seharusnya produk ini

dapat disistribusikan kepada masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan

Tabel 5

waktu  pelayanan  belum

a dengan baik karena dalam
ginputan data ke server belum dapat
selesai sesuai waktu yang telah
ditetatapkan, hal ini  dikarenakan
beberapa hal yaitu masih kurang kuatnya
jaringan wifi dan listrik yang sering
hidup mati dengan tidak waktu yang
teratur. Sehingga masyarakat akan
menunggu sedikit lama yang
menyebabkan pelayanan KTP elektronik
menjadi terhambat serta tidak sesuai
dengan aturan yang berlaku untuk
pembuatan  KTP  elektronik  yang
seharusnya produk ini dapat
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No

Uraian

Keterangan

disistribusikan ~ kepada  masyarakat.
Sehingga dapat disimpulkan jaminan
waktu untuk pelayanan KTP elektronik
belum dapat terlaksana dengan baik
dengan sebagaimana mestinya sesuai
dengan aturan dan ketentuan yang
berlaku dalam pelayanan KTP elektronik.

Sumber: Hasil observasi lapangan 2022

Berdasarkan “hasil observasi penulis di lapangan mengenai indikator

assurance atau jaminan dapat dijelaskan bahwa dalam memberikan pelayanan

untuk jaminan waktu. dinas kependudukan dan’ pencatatan sipil di kabupaten

Pelalawan = mengusahakan dengan semaksimal mungkin tepat waktu dalam

penyelesaian kartu identitas penduduk elektronik hanya saja terkendala dengan

dalam input data dikarenakan listrik yang sering mati dan jaringan wifi yang

kurang memadai. Sedangkan untuk jaminan biaya dalam pengurusan kartu

identitas penduduk eektronik di tanggung oleh pemerintah alias gratis.

5. Empati (Empaty)

Menurut Tjiptono;- (2011:53). menjelaskan bahwa suatu organisasi

memahami masalah para pelanggannya dan bertindak demi kepentingan

pelanggan, serta memberikan personal kepada para pelanggan dan memiliki

jam operasi yang nyaman. Setiap kegiatan atau aktivitas pelayanan

memerlukan adanya pemahaman dan pengertian dalam kebersamaan asumsi

atau kepentingan terhadap suatu hal yang berkaitan dengan pelayanan.

Pelayanan akan berjalan dengan lancar dan berkualitas apabila setiap pihak

yang berkepentingan dengan pelayanan memiliki adanya rasa empati atau

perhatian (empathy) dalam menyelesaikan atau mengurus atau memiliki

komitmen yang sama terhadap pelayanan.

Empati dalam suatu pelayanan adalah adanya suatu perhatian, keseriusan,
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simpatik, pengertian dan keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dengan
pelayanan untuk mengembangkan dan melakukan aktivitas pelayanan sesuai
dengan tingkat pengertian dan pemahaman dari masing-masing pihak tersebut.
Pihak yang memberi pelayanan harus memiliki empati memahami masalah dari
pihak yang ingin .dilayani. Pihak yang dilayaniwseyogyanya memahami
keterbatasan-dan kemampuan orang yang melayani, sehingga keterpaduan antara

pihak yang melayani dan mendapat pelayanan memiliki perasaan yang sama.

Berarti empati dalam suatu organisasi kerja menjadi sangat penting dalam
memberikan suatu kualitas pelayanan sesuai prestasi kerja yang ditunjukkan oleh
seorang pegawai. Empati tersebut mempunyai inti yaitu'mampu memahami orang
yang dilayani dengan penuh perhatian, keseriusan, simpatik, pengertian dan
adanya keterlibatan dalam berbagai permasalahan yang dihadapi orang yang

dilayani.

Berdasarkan hasil observasi penulis. dislapangan dapat dijelaskan bahwa
pegawai Disdukeapil kabupaten Pelalawan dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat sudah termasuk ramah dan sopan dalam melayani masyarakat yang
datang. Hanya saja terdapat beberapa pegawai yang kurang ramah dalam
memberikan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini dikarenakan masih kurang
kesadaran dalam diri untuk memberikan pelayanan yang maksimal agar

masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak
Nifto Anin, S.Sos.,M.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Pelalawan, mengenai indikator empathy (empati) tentang

kesopanan dan keramahan dalam melayani masyarakat, beliau mengatakan bahwa:
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“Jika masalah keramahan dan kesopanan saya rasa sudah cukup ramah
mereka dalam melayani, yang diberikan meliputi kepedulian dan
perhatian kepada masyarakat. Hanya saja ada beberapa pegawai yang
masih kurang sopan dan ramah terhadap masyarakat” (Wawancara
bersama Bapak Nifto Anin, S.Sos.,M.Sos, selaku masyarakat, Kamis 17
Maret 2022)

Dalam indikator empaty ini terdapat beberapa sub indikator yaitu di bawah ini:

a. Sikap Pegawai Dalam Memberikan Pelayanan
Pada sub indikator' ini: peneliti _melakukan wawancara dengan
narasumber yaitu Bapak Joni Naidi, S.Sos” selaku Sekretaris Dinas
Kependudukan Disdukcapil mengenai kesopanan dan keramahan dalam

melayani masyarakat, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam memberikan pelayanan saya menjamin para pegawai
sudah memberikan sikap yang baik dan positif. Dapat dilihat
kesopanan dan keramahan, selalu besikap ramah kepada
masyarakat agar .mereka merasa nyaman dalam melakukan
pelayan kartu identitas anak serta terwujudnya dalam kemudahan
melakukan komunikasi yang baik dalam memahami kebutuhan
masyarakat. /Tetapi ada beberapa pegawai- baru yang masih
beradaptasi dengan: lingkungan “dan kurang ramah terhadap
masyarakat” (Wawancara bersama Bapak Joni Naidi, S.Sos,
pegawai Disdukcapil, Kamis 17 Maret 2022)

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Sujono pegawai Dinas
Kependudukan dan-Pencatatan Sipil mengenail kesopanan dan keramahan

dalam melayani masyarakat, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam perihal memberikan pelayanan kepada masyarakat, kami
sudah memberikan tingkat kesopanan dan keramahan yang baik,
karena hal yang terpenting bagi kami adalah etika dalam melayani
sangat diperlukan agar memberi kepuasan kepada masyarakat
yang datang. Jika tidak sopan dan ramah maka gagal dalam
melakukan pelayanan. Tetapi semaksimal mungkin kami sudah
melakukan pelayanan dengan sopan dan ramah” (Wawancara
bersama Bapak Sujono selaku pegawai Disdukcapil, Kamis 17
Maret 2022)

Sedangkan mengenai tentang diskriminatif dalam pelayanan

masyarakat, beliau mengatakan bahwa:
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“Kami sudah melayani masyarakat dengan baik dan tidak
membeda-bedakan antara keluarga dan kerabat maupun teman
dekat. Kami mendahulukan orang-orang yang datang terlebih
dahulu menyerahkan berkas. Kami memperoses dengan baik dan
adil. Oleh karna itu, kami dituntut oleh atasan dan diberikan
sosialisasi secara berkala agar melaksanakan tugas dengan baik.
Kami selalu mengedepankan sikap adil dikarenakan itu adalah
salah satu bagian terpenting dalam pelayanan” (Wawancara
bersama Bapak Sujono selaku pegawai-Disdukcapil, Kamis 17
Maret 2022)

Selanjutnya penulis  mewawancarai Bapak Salim, selaku
masyarakat mengenai-tentang kesopanan:dan keramahan dalam melayani

masyarakat,beliau mengatakan bahwa:

“Dalam hal sikap petugas, kesopanan dan keramahan di dinas
kependudukan pencatatan sipil, sudah dianggap ramah, hanya saja
ada beberapa pegawai yang kurang ramah, mungkin pegawai
baru. Dan secara umum kami pun merasa tidak terlayani dengan
baik. ”(wawancara bersama Bapak Salim, masyarakat, Kamis 17
Maret 2022)

Sedangkan mengenal tentang..diskriminatif dalam melakukan

pelayanan, beliau mengatakan bahwa:

“Tetapi dalam pelayanan-diskriminatif, pegawai tidak ada yang
melakukan pelayanan yang membedakan-bedakan dalam proses
pelayanan pembuatan KTP eletronik. Intinya mereka secara adil
melayani masyarkat yang -membuat KTP, mendahulukan mereka
yang datang lebih dahulu dan melayani belakangan pada mereka
yang datang belakangan.” (Wawancara bersama Bapak Salim,
masyarakat, Kamis 17 Maret 2022)

b. Karyawan/Staf Mampu Menempatkan Dirinya Pada Masyarakat
Agar Dapat Menimbulkan Hubungan Dan Komunikasi Yang Baik
Pada sub indikator ini peneliti melakukan wawancara dengan
bapak Nifto Anin selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Pelalawan, beliau mengatakan bahwa:

"Para pegawai/karyawan sudah memberikan pelayanan yang
sangat baik. Mereka juga akrab dengan masyarakat dikarenakan
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C.

para pegawai juga berasal dari masyarakat tersebut, tentu mereka
berteman bahkan bertetangga. Dalam proses memberikan
pelayanan kepada masyarakat juga dilakukan dengan akrab
seperti bertutur kata lembut dan mencari solusi untuk masalah
yang masyarakat alami.” (Wawancara bersama bapak Nifto Anin
selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pelalawan, 17 Maret 2022)

Peneliti® Juga mewawancarai bapaks Joni Naidi, S.Sos selaku
Sekretaris Dinas Kependudukan Disdukcapil , beliau mengatakan bahwa:

“Menurut pandangan saya para pegawai berasal dari masyarakat
di kawasan Disdukcapil-Pelalawan, otomatis mereka sudah banyak
yang kenal'dengan masyarakat. Maka masyarakat lebih mudah
untuk berkomunikasi dengan para pegawai/staf. Ditambah lagi
dengan pelatihan-pelatinan untuk para pegawai akan pentingnya
memberika pelayanan yang baik seperti keramahan dan kesopanan
kepada masyarakat agar tercapainya kepuasan masyarakat dalam
mengurus KTP dan berkas lainnya.” (Wawancara bersama bapak
Joni Naidi, S.Sos selaku Sekretaris Dinas. Kependudukan
Disdukcapil , 17 Maret 2022)

Kepedulian Pada Masyarakat Memberikan Perhatian Pribadi Dengan
Masyarakat

Dalam sub indikator ini peneliti melakukan wawancara dengan
bapak Joni ~Naidi, S.Sos selaku Sekretaris Dinas Kependudukan
Disdukcapil, beliau mengatakan:

“Tidak adanya  pegawai.. yang lebih mementingkan pihak
keluarganya dalam membuat KTP elektronik tersebut. Semuanya
adil dandilaksanakan sesuai prosedur. Selanjutnya pegawai tidak
pernah mau menerima imbalan demi mempercepat pelayanan
kartu identitas penduduk elektronik serta selalu adil dalam
melayani” (Wawancara bersama Bapak Joni Naidi, S.Sos,
pegawai Disdukcapil, Kamis 17 Maret 2022)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Salim selaku
masyarakat, beliau mengatakan bahwa:

“Jika pelayanan kartu identitas penduduk elektronik di dinas
kependudukan dan pencatatan sipil tidak adanya diskriminatif
dalam pelayanan Kkartu identitas penduduk. Semua petugas
melayani dengan bersikap adil.” (Wawancara bersama Bapak
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Salim selaku masyarakat, Kamis 17 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai Empathy (Empati) terhadap

beberapa narasumber, penulis menyimpulkan bahwa dalam perihal kesopanan dan

keramahan pegawai terhadap memberikan pelayanan masih belum maksimal

dikarenakan maish a awan yang kurang sopa ramah dalam melakukan
pelayanan. al adil dalam
menyel tonik yang
SITAS ISL4

sudah la #.‘R i hMlﬁé@ pelayanan yang
mendahul t

Beri | a tabel berikut :

' -
Tabel 5 i Terkait Indika ati)
No rai ‘ . an
1 iata } an
sika wali terhadap
PE 7 p Rk
2 -
3 | Te Pelalawan
o L]
4 | Aktory. rl isdukcapil
isdukcapil
Disdukcapil
Syarakat
5 | Hasil observasi Dalam perihal kesopanan dan keramahan

pegawai terhadap memberikan pelayanan
masih  belum maksimal dikarenakan
maish ada karyawan yang kurang sopan
dan ramah dalam melakukan pelayanan.
Tetapi dalam maslah keadilan pgawai
sangat adil dalam  menyelesaikan
pekerjaan dalam mencetak kartu tanda
penduduk elektonik yang sudah layak
didistribusikan. Intinya sudah tidak
adanya pelayanan yang mendahulukan
golongan tertentu.

Sumber : Hasil observasi lapangan 2022
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Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan mengenai
indikator empathy atau empati dalam memberikan pelayanan untuk
keramahan dan kesopanan dinas kependudukan dan pencatatan sipil di

kabupaten Pelalawan, masih terdapat ramah dan sopan, sedangkan dalam hal

-bed:
=y
C ‘ : s Penduduk
ﬁg | Kabupaten

o
@
=
)

Berdasark eniliti A is : faktor-faktor
penghamb - k elektronik di
dinaskepen adalah sebagai
berikut:

1. Dal gibles. ata i . : asih kurangnya

kartu identitas

gendset jika te 'ﬂ @ ang kurang bagus dalam
LI A

pengoperasian jaringa pencetak E-KTP yang sudah rusak
dan tidak ada perbaikan. Sehingga terhambatnya proses pelayanan
pembuatan kartu identitas penduduk elektronik ini.

2. Dalam indikator Realibility atau Kehandalan, untuk kemampuan dan
keahlian pegawai di dinas kependudukan dan pencatatan sipil terdapat
kekurangan sumber daya manusia yang mempuni dibidangnya dalam

menangani proses pengurusan perbuatan kartu identitas penduduk.

3. Dalam indikator Responsivenses atau Daya Tanggap terkendala akan
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kinerja pegawai baru atas keramahan dalam memberikan pelayanan
terhadap masyarakat. Sikap dari kinerja pegawai seperti ini membuat

hambatan yang cukup buruk terhadap proses pelayanan pembuatan kartu

tanda penduduk elektronik di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

W ALN:

Hal ini
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pegawai yang
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2. Dari hasil penelitian ini juga ditemukan beberapa hambatan-hambatan
dalam Pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik di dinas
kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pelalawan, dimana

hambatan tersebut adalah :

a Masih banyak terdapat kurangnya sarana dan prasarana dalam
penunjang pelayanan kartu tanda penduduk, seperti mesin pencetak

kartu tanda penduduk dan kurang lancarnya jaringan wifi untuk
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digunakan oleh pegawai dalam menginput data. Sehingga
terhambatnya proses pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk

elektronik ini.

b Terdapat kekurangan sumber daya manusia yang menangani proses

kartu tanda penduduk sudah menggunakan sistem online. Tidak lagi hanya
berpatokan pada data yang ditulis tangan atau menjadikannya sebagai
berkas. Jika semua sudah dijalankan dengan sistem online tentunya harus
ditunjang dengan peralatan/saranan prasana yang sesuai seperti komputer,
wifi, mesin cetak/printer, dan hardisk untuk penyimpanan data masyarakat

agar tidak hilang.

Aliran listrik juga tak kalah pentingnya untuk dibahas dikarenakan
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semua sarana dan prasarana Yyang sudah penulis sebutkan diatas
menggunakan listrik agar bisa dioperasikan. Di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Pelalawan penulis menemukan hambatan yang tentunya
membuat pelayanan dan proses pembuatanKartu Tanda Penduduk elektronik
tidak berjalan demgan.maksimal. Sarana dan prasarana di kantor Disdukcapil
Pelalawan masih-banyak yang kurang seperti komputer masih sedikit yang
bisa dioperasikan dikarenakan banyak yang sudah rusak, mesin cetak hanya
ada ‘beberapa sehingga menyulitkan karyawan, mencetak berkas yang
diinginkan dengan cepat, jaringan wifi memang ada tetapi tidak beroperasi
dengan baik dikarenakan tidak punya jangkauan jaringan yang baik alias
sering macet-macet atau ngelag, dan aliran listrik PLN yang kadang suka
mati mendadak membuat kinerja penginputan data menjadi macet dan

melambatkan pegawai dalam memproses data masyarakat.

C. Saran

Adapun saran yang penulis berikan dalam penelitian ini mengenai
pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk di dinas kependudukan dan

pencatatan sipil kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

1. Dalam Pelayanan Pembuatan KTP elektronik perlu ditinjau kembali terkait
Tangibles dalam proses pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan
jugakomunikasi para pegawai terhadap masyarakat agar adanya kelancaran
dalam memberikan pelayaan tersebut. Seharusnya kepala Dinas
Kependudukan dan Kependudukan Pencatatan Sipil Pelalawan
menyediakan lebih banyak lagisarana dan prasarana agar kinerja pegawai
yang memproses pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik seperti

penambahan komputer, mesin cetak KTP, wifi yang cangkupan jaringannya
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sangat baik dan menyediakan mesin Diesel agar ketika listrik mati tidak
harus menunggu hidup dulu baru mulai mengerjakan kerja yang masih

terbengkalai. Mesin Diesel sangat berguna jika tiba-tiba aliran listrik PLN

mati.
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pelayanan kartu tanda penduduk

patan KTP elektronik segera
diperbaiki agar terea

elektronik.

. Perlu adanya sosialisisasi program Kkartu tanda penduduk kepada

masyarakat supaya masyarakat tahu dengan adanya program ini serta

masyarakat juga mengerti kegunaan dan manfaatnya.
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